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ABSTRAK 
NURUL FAUZIAH HAMBALI (B111 12 051). Penerapan Asas Vicarious 
Liability Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak 
Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan dibimbing oleh Andi Sofyan 
sebagai pembimbing I dan Haeranah sebagai pembimbing II. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan asas 
vicarious liability terhadap pertanggungjawaban korporasi dalam tindak 
pidana umum dan untuk mengetahui pertanggungjawaban Citibank 
Indonesia, PT. Fanimasyara, dan PT. Taketama Star Mandiri sebagai 
korporasi terkait tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang 
dilakukan oleh debt collector terhadap Irzen Octa dalam kasus penagihan 
hutang kredit. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yang 
bersifat normatif, yaitu penelitian melalui studi bahan hukum yang 
berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dengan menggunakan 
metode penelitian kepustakaan. 
Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara 
lain: 1) korporasi dapat diminta pertanggunggjawaban pidananya 
berdasarkan asas vicarious liability dalam tindak pidana umum, apabila 
terlebih dahulu dapat dibuktikan adanya hubungan subordinasi antara 
pemberi kerja atau pemberi kuasa dengan individu yang melakukan tindak 
pidana. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam ruang lingkup 
pekerjaannya dan bukan termasuk tindak pidana kesuliaan. Dengan niat 
(bukan satu-satunya) untuk memberikan keuntungan kepada korporasi. 2) 
Citibank Indonesia, PT. Taketama Star Mandiri, dan PT. Fanimasyara 
Prima, dapat dimintakan pertanggungjawabannya terkait tindak pidana 
perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh debt collectornya 
terhadap Irzen Octa selaku nasabah bank dalam kasus penagihan hutang 
kredit. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan asas vicarious liability, dengan 
membuktikan adanya hubungan subordinasi antara Citibank Indonesia, 
PT. Taketama Star Mandiri, dan PT. Fanimasyara Prima dengan Henry 
Waslinton, Arief Lukman, Donald Harris Bakara. Dan tindak pidana 
tersebut dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya.  Selain itu, apabila 
Citibank Indonesia, PT. Taketama Star Mandiri, dan PT. Fanimasyara 
Prima tidak dapat membuktikan bahwa mereka telah melakukan due 
diliegence defense terdiri dari tiga faktor penting, yaitu foreseeability, 
preventability, dan control, maka korporasi dapat diminta 
pertanggungjawabannya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu melakukan 
pembangunan di segala bidang. Hakekat suatu pembangunan adalah 
proses perubahan terus menerus menuju pada suatu peningkatan 
kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan senantiasa akan 
menimbulkan perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung 
berpengaruh terhadap keseimbangan manusia dan lingkungan dalam 
segala aspek kehidupan. Berkaitan dengan hal tersebut Garis-Garis Besar 
Haluan Negara (GBHN) menegaskan: 
“Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya 
pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh 
kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan 
tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaksud dalam 
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa serta melaksanakan perdamaian dunia yang 
berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.” 
Pelaksanaan pembangunan tersebut di atas menunjukkan adanya 
perkembangan yang memadai dan berjalan cukup cepat. Sebelum tahun 
1960-an, masyarakat mengira bahwa kejahatan akan lenyap atau 
berkurang dengan sendirinya jika terjadi kemajuan di bidang ekonomi. 
Pada kenyataannya, tidaklah demikian. Justru kemajuan ini turut 
menciptakan kemajuan aktivitas kejahatan, bahkan dapat dikatakan 
2 
bahwa kemajuan ekonomi sendiri merupakan dalang dari perkembangan 
kejahatan.1 
Seiring dengan majunya organisasi ekonomi, kemunduran terjadi 
dengan timbulnya bentuk-bentuk baru kejahatan. Perkembangan 
kejahatan ikut dirasakan dalam beberapa tahun belakangan. Mencuatnya 
kasus pemalsuan uang, pembobolan uang nasabah oleh karyawan bank, 
serta safe deposit box yang diraup habis oleh para perampok. Dari 
beberapa contoh ini, pihak bank sebagai penyedia jasa keuangan 
seringkali terlibat sehingga tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam 
kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat juga dapat melibatkan 
lembaga perbankan. Lembaga perbankan merupakan bentuk dari 
lembaga keuangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang 
selanjutnya disingkat KUHP) Indonesia yang digunakan saat ini belum 
mengenal konsep pertanggungjawaban korporasi. Dalam hukum pidana, 
terhadap “melakukan sesuatu” selalu dihubungkan dengan 
pertanggungjawaban yang melakukan itu (atau tidak melakukan). Oleh 
karena itu, “pelaku” pertama-tama ialah ia yang melaksanakan bagian-
bagian dari delik, yang memenuhi semua syarat yang dirumuskan dalam 
rumusan delik. Kadangkala, sulit untuk menunjuk pelaku dari suatu 
perbuatan tertentu. Pribadi kodrati sebagai subjek hukum pidana juga 
terlihat dari rumusan pasal yang selau menggunakan redaksi 
“barangsiapa”, “seorang”, atau “orang yang melakukan kejahatan”. 
                                                          
1 Soedjono Dirdjosisworo, 1994, Kejahatan Bisnis (Orientasi dan Konsepsi), CV. 
Mandar Maju, Bandung, hal. 24. 
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Meskipun di dalam KUHP Indonesia korporasi bukanlah suatu subjek 
hukum pidana, namun dalam beberapa undang-undang korporasi telah 
dijadikan subjek hukum pidana. 
Korporasi sebagai subyek hukum yang dapat melakukan tindak 
pidana, dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan, dalam hukum 
pidana sudah merupakan realita. Hal tersebut disebabkan karena 
korporasi dewasa ini semakin memegang peranan penting dalam 
penghidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian. 
Kegiatan bisnis ataupun dunia usaha pada umunya merupakan landasan 
utama untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat kompetisi. 
Berkembangnya perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, 
menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dan disertai dengan 
perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. 
Di Indonesia, korporasi telah menjadi subjek hukum pidana sejak 
tahun 1951 dalam Undang-Undang Penimbunan Barang-Barang, dan 
baru secara luas dikenal dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan 
Tindak Pidana Ekonomi.2 Dewasa ini banyak peraturan perundang-
undangan yang telah mengakomodir korporasi sebagai subjek hukum 
pidana. Sebagai contoh, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di 
dalam tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh, untuk, atau 
                                                          
2 Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, 
Kencana, Jakarta, hal.16. 
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atas nama badan usaha, maka tuntutan pidana dan sanksi pidana 
dijatuhkan kepada badan usaha, dan/atau orang yang memberi perintah 
untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak 
sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Undang-undang 
lainnya yang menjadikan korporasi sebagai subjek hukum adalah Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 20 ayat (1) 
disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas 
nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat 
dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. 
Terkait dengan pertanggungjawaban korporasi, lahirlah beberapa 
doktrin, salah satu di antaranya adalah asas vicarious liability. Asas ini 
adalah pengembangan dari konteks pertanggungjawaban perbuatan 
melawan hukum (tortuous liability) dalam hukum perdata, yang telah 
diambil alih ke dalam hukum pidana. Doktrin ini biasanya digunakan 
dalam jenis tindak pidana yang merupakan absolute liability offences 
(strict liability offences), yaitu tindak pidana yang tidak mensyaratkan 
mens rea bagi pemidanaannya.3 
Beberapa negara telah menggunakan vicarious liability dalam 
sebagai prinsip dasar pertanggungjawaban korporasi bahkan dalam 
kejahatan yang membutuhkan mens rea. Sebagai contoh, Afrika Selatan 
menggunakan asas vicarious liability dalam peraturan perundang-
                                                          
3 Sutan Remy Sjahdeini, 2006, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti 
Press, Jakarta, hal. 86. 
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undangan, bahkan pengadilan federal Amerika Serikat telah 
mengembangkan asas vicarious liability sebagai bagian dari common law. 
Dunia Perbankan memiliki peranan yang sangat penting dan 
strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan 
pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf 
hidup masyarakat banyak sehingga pemerintah membuka kesempatan 
bagi perkembangan usaha di dunia Perbankan. 
Bank sendiri didefinisikan sebagai suatu badan yang bertujuan 
untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat 
pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang 
lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa 
uang giral.4 
Bank-bank melakukan strategi-strategi dalam mengembangkan 
usahanya yaitu dengan menawarkan berbagai keuntungan dan kelebihan 
yang dimiliki dalam usahanya serta memperkenalkan fasilitas-fasilitas 
yang ada pada bank yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk 
memperoleh nasabah sebanyak mungkin agar masyarakat tertarik untuk 
menjadi nasabahnya, salah satunya melalui keberadaan fasilitas layanan 
”kartu kredit” yang saat ini menjadi bagian dari gaya hidup. Sasaran utama 
penerbit kartu kredit ialah kepada masyarakat kelas menengah ke atas, di 
mana ada aktivitas rutin yang terkait pengeluaran uang, di sanalah promo 
penggunaan kartu kredit bertengger. Mulai dari program “beli satu gratis 
                                                          
4 Thomas Suyatno dan Djuhaepah T. Marala, et.al., 1993, Kelembagaan 
Perbankan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 1. 
6 
satu untuk tiket menonton di bioskop, tambahan poin untuk setiap mil 
penerbangan menggunakan maskapai tertentu, sampai potongan belanja 
di toko swalayan”. Sampai tahap tertentu, bank penerbit kartu kredit 
bahkan menawarkan akan mewujudkan mimpi konsumennya. Bank 
Danamon, misalnya, menawarkan pengguna kartu kredit Manchester 
United berkunjung ke markas klub sepak bola terkaya di dunia itu di Old 
Trafford, Inggris. 
Menurut sejarahnya, kehadiran kartu kredit di Indonesia dipelopori 
Citibank, bank asing terlama yang beroperasi di Indonesia, yaitu sejak 
1989. BCA lalu menyusul menerbitkan kartu kredit untuk penggunaan 
internal nasabah dan Bank Duta menjadi bank local pertama yang bekerja 
sama dengan prinsipal internasional menerbitkan kartu. Prinsipal kartu 
kredit yang masuk ke Indonesia adalah Visa, Master, American Express 
(Amex), Dinnersclub International, dan Japan Credit Bureau (JCB). 
Melalui jaringan prinsipal itu, kartu kredit yang dikeluarkan bank bisa 
dipakai sebagai alat pembayaran di hampir semua belahan dunia. Sekitar 
90 persen kartu kredit yang diterbitkan bank di Indonesia bekerja sama 
dengan Visa dan Master Card.5 
Kartu kredit memang saat ini sangat fenomenal. Kalau dilihat dari 
perkembangan pemilikan kartu, kita dapat melihat bagaimana posisi kartu 
kredit di antara kartu-kartu lainnya. Merujuk data Bank Indonesia, bahwa 
                                                          
5 Popcorn Law (Infrastruktur, Perekonomian, Perbankan dan Hukum), 18 April 
2011, Bisnis Perbankan: Kartu Kredit dan Masyarakat, www.hukumonline.com, diakses 
pada tanggal 25 September 2015, pkl 15.11 WITA. 
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pada tahun 2007 ada 9,1 juta kartu kredit di masyarakat sampai Februari 
2011, jumlahnya mencapai 13,8 juta buah dari 21 bank penerbit. Bank 
yang termasuk lima besar penerbit kartu kredit adalah BCA (2,2 juta 
kartu), Mandiri (2 juta kartu), BNI (1,6 juta kartu), Citibank (1,5 juta kartu), 
dan CIMB Niaga (1 juta kartu). Tren dominasi bank asing di pasar kartu 
kredit mulai digeser perbankan nasional, terutama bank BUMN yang 
cukup ekspansif. Hal itu antara lain terlihat dari kenaikan jumlah kredit 
bank persero dibandingkan dengan bank asing.6 
Jika masalah kartu kredit ini dipandang dari sudut kriminologi, maka 
timbul beberapa penyimpangan yang dapat dikategorikan sebagai 
kejahatan. Tidak hanya tingginya jumlah kartu kredit yang beredar di 
Indonesia yang menjadi masalah, akan tetapi banyaknya pemilik kartu 
kredit yang tidak dapat membayar tagihannya menjadi permasalahan lain. 
Saat ini di Indonesia terdapat 6,5 juta pemegang kartu kredit dengan 
jumlah kartu kredit yang beredar sebanyak 14 juta lembar. Dari kartu 
kredit sebanyak itu, pada tahun 2010 terjadi transaksi dengan nilai Rp 169 
triliun.7 Dengan jumlah transaksi yang terbilang besar, masalah juga tidak 
dapat terelakkan, seperti halnya hutang yang timbul akibat kartu kredit. 
Hutang kartu kredit ini seakan-akan tidak dapat ditangani sendiri oleh para 
pekerja bank. Bank sendiri akhirnya menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu 
                                                          
6 Popcorn Law (Infrastruktur, Perekonomian, Perbankan dan Hukum), loc.cit. 
7 Kartu Kredit Dibatasi, http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia 
/2011/04/ 110413 kartukredit_dibatasi.shtml, diakses pada tanggal 25 September 2015, 
Pkl 19.33 WITA. 
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debt collector untuk melakukan penagihan hutang ini. Dengan 
digunakannya debt collector para debitur hutang kartu kredit merasa 
adanya ancaman baik psikis maupun fisik yang dirasakan dalam cara-cara 
yang digunakan oleh para penagih. 
Kasus yang berhubungan dengan debt collector memang semakin 
marak. Berdasarkan poling Kompas, 18,7% nasabah kartu kredit pernah 
mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari petugas penagih 
tagihan kartu kredit.8 Pada bulan Maret 2011, muncul berita mengejutkan 
tentang kematian Irzen Octa setelah bertemu dengan tim debt collector. 
Irzen Octa memiliki hutang kartu kredit dengan jumlah yang tidak sedikit. 
Setelah ditelepon terus menerus akhirnya ia setuju untuk bertemu dengan 
pihak Citibank untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah pertemuan itu, 
Irzen Octa meninggal dunia, dengan dugaan akibat kekerasan fisik yang 
dialaminya saat mendatangi Kantor Citibank di Menara Jamsostek guna 
menyelesaikan hutang kartu kredit miliknya.9 Meskipun para penagih 
hutang dalam kematian Irzen Octa telah diproses melalui hukum acara 
pidana, banyak kekecewaan yang timbul dari masyarakat. Terdapat 
pandangan bahwa, pertanggungjawaban atas terlampauinya batas yang 
wajar dalam melakukan penagihan hutang sepatutnya juga dibebankan 
                                                          
8 Polling: Debt Collector Kartu Kredit, http://grafis.kompas.com/read/2011/04/21/ 
160321/Polling.Debt.Collector.Kartu.Kredit, diakses pada tanggal 25 Sepember, Pkl 
19.48 WITA. 
9 Citibank Menjebak Irzen?, 
http://nasional.kompas.com/read/2011/04/16/13303384/Citibank.Menjebak.Irzen., 
diakses pada tanggal 25 September 2015, Pkl. 20.09 WITA. 
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kepada pihak lain, yaitu bank sebagai korporasi maupun perusahaan 
penyedia jasa debt collector. 
Mencermati potensi permasalahan sebagaimana telah diuraikan 
dalam latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk 
melakukan kajian dan penelitian dengan judul: 
Penerapan Asas Vicarious Liability Terhadap Pertanggungjawaban 
Korporasi Dalam Tindak Pidana Umum (Studi Kasus: Irzen Octa vs 
Citibank Indonesia) 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, selanjutnya dapat 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1. Apakah korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan 
asas vicarious liability dalam tindak pidana umum? 
2. Apakah Citibank Indonesia, PT. Fanimasyara, dan PT. Taketama Star 
Mandiri sebagai korporasi dapat dipertanggungjawabkan terkait tindak 
pidana perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh debt 
collector terhadap Irzen Octa dalam kasus penagihan hutang kredit? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya: 
1. Untuk mengetahui penerapan asas vicarious liability terhadap 
pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana umum. 
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Citibank Indonesia, PT. 
Fanimasyara, dan PT. Taketama Star Mandiri sebagai korporasi terkait 
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tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh 
debt collector terhadap Irzen Octa dalam kasus penagihan hutang 
kredit. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang ingin diberikan melalui penelitian ini adalah: 
1. Dari sisi akademis: 
a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu 
Hukum pada umumnya dan khususnya Hukum Pidana; dan 
b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu 
hukum pidana terkait bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi 
berdasarkan Asas Vicarious Liability dalam tindak pidana umum. 
2. Dari sisi praktis: menjadi bahan acuan atau perbandingan bagi 
pembuat kebijakan maupun mahasiswa yang akan melakukan 
penelitian lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana 
korporasi dalam tindak pidana umum. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang kita kenal 
dalam hukum pidana belanda yaitu strafbaarfeit. Walupun istilah ini 
terdapat dalam Wetboek van Strafrect (WvS) Belanda, dengan 
demikian juga Wetboek van Strafrect (WvS) Hindia Belanda 
(KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang di 
maksud dengan strafbaarfeit itu. Oleh karena itu, para ahli hukum 
berusaha untuk memberikan arti dan isi dari pengertian itu. Dan 
sayangnya hingga sekarang belum ada keseragaman pendapat.10 
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung 
suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang 
dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada 
peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian 
yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan 
hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang 
bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat 
                                                          
10 Adami Chazawi, 2005, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT. Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, hal. 67. 
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memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam 
kehidupan masyarakat.11 
Istilah tindak pidana berasal dari kata strafbaarfeit yang 
dapat dikatakan juga sebagai peristiwa pidana, atau perbuatan 
pidana. Para pakar asing hukum pidana juga menggunakan istilah 
untuk tindak pidana dengan “strafbare handlung” diterjemahkan 
sebagai perbuatan pidana, yang digunakan para sarjana hukum 
pidana Jerman dan “criminal act” diterjemahkan dengan istilah 
perbuatan kriminal. 
Delik dalam bahasa Belanda yang disebut dengan 
strafbaarfeit, terdiri atas tiga kata, yaitu straf yang diartikan sebagai 
pidana dan hukum, baar yang diartikan sebagai dapat dan boleh, 
dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan 
perbuatan. Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat 
dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sementara delik 
yang dalam bahasa asing disebut delict artinya suatu perbuatan 
yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.12 
Menurut Simons, strafbaarfeit ialah perbuatan melawan 
hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang 
mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud oleh 
Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus 
                                                          
11 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, 
Yogyakarta, hal. 18. 
12 Ibid., hal. 19. 
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(sengaja) dan culpa late (alpa dan lalai). Dari rumus tersebut 
Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (criminal 
act) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan 
dan pertanggungjawaban pidana (criminal liability) yang mencakup 
kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan 
bertanggung jawab.13 
Menurut Pompe, pengertian strafbaarfeit dibedakan dalam 
dua macam, yaitu: 
a. Definisi menurut teori, strafbaarfeit adalah suatu pelanggaran 
terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar 
dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata 
hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umat;dan 
b. Definisi menurut hukum positif, strafbaarfeit adalah suatu 
kejadian (feit) yang dirumuskan oleh peraturan peraturan 
perundang-undangan sebagai perbuatan yang dapan dikenai 
tindakan hukum.  
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur 
subyektif dan unsur obyektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat 
diuraikan sebagai berikut:14 
                                                          
13 Zaenal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta,  hal. 224. 
14 Leden Marpaung, 2012, Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 9. 
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a. Unsur Subyektif, adalah unsur yang berasal dari dalam diri 
pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman 
jika tidak ada kesalahan” (an ac does not make a person goilty 
unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit 
rea) kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang 
diakibatkan kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan 
(nedlegence or schuld). Pada umumnya para pakar telah 
menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri dari atas 3 (tiga) bentuk, 
yakni: 
1) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk);  
2) Kesengajaan dengan insyaf pasti (opzet als 
zekerheidsbewustzijn); dan 
3) Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (dolus 
evantualis). 
Kealpaan ada dua bentuk kesalahan yang lebih ringan 
dari pada kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua), yakni:  
1) Tak berhati-hati; dan 
2) Dapat menduga perbuatan itu; 
b. Unsur obyektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri 
atas: 
1) Perbuatan manusia berupa: 
a) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif; dan 
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b) Omission, yakni perbuatan fasif atau negatif, yaitu 
perbuatan yang membiarkan atau mendiamkan; 
2) Akibat (result) perbuatan manusia, dimana akibat tersebut 
membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan 
kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, 
misalnya nyawa, basan, kemerdekaan, hak milik, 
kehormatan, dan sebagainya; dan 
3) Keadaan-keadaan (circumstanses): 
Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain:  
a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; dan 
b) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; 
4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat 
dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat 
melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan 
dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau 
perintah. 
Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. 
Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa 
dibebaskan di pengadilan. 
3. Pertanggungjawaban Pidana 
Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana 
menurut Pompe terdapat padanan katanya, yaitu aansprakelijk, 
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verantwoordelijk, dan toerekenbaar.15 Para penulis sering 
menggambarkan bahwa dalam menjatuhkan pidana “unsur tindak 
pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” harus dipenuhi. 
Gambaran itu dapat dilihat dalam bentuk skema berikut: 
 
Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban 
orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan 
demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada 
tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban 
pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang 
dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran 
atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.16 
Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu 
dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung 
pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut 
mempunyai kesalahan”, yang merujuk kepada asas 
pertanggungjawaban dalam hukum pidana: “tidak dipidana jika 
                                                          
15 Djoko Prakoso, 1987, Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,Liberty, 
Yogyakarta, hal. 75. 
16 Chairul Huda, 2008, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada 
Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Predana Media Group, 
Jakarta, hal. 68. 
TINDAK PIDANA + PERTANGGUNGJAWABAN = PIDANA 
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tidak ada kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld; actus non facit 
reum nisi mens sir rea).” 17 
Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah 
sebagai berikut: 
a. Mampu bertanggung Jawab. Menurut E. Y. Kanter dan S.R. 
Sianturi, unsur mampu bertanggung jawab mencakup:18  
1) Keadaan jiwanya:  
a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau 
sementara;  
b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan 
sebagainya); dan 
c) Tidak terganggu karena terehut, hypnotisme, amarah 
yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, 
melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, 
nyidam, dan lain sebagainya. Dengan kata lain yang 
bersangkutan dalam keadaan sadar.  
2) Kemampuan jiwanya:  
a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;  
b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut; 
dan  
c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.  
                                                          
17 Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, Rineke Cipta, Jakarta, hal. 153. 
18 Amir Ilyas, Op. Cit., hal. 76. 
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b. Kesalahan. Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja 
atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang 
menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum 
pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.  
c. Tidak ada alasan pemaaf. Alasan penghapus pidana yang 
termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam 
KUHPidana adalah:  
1) Daya paksa relatif;  
2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas Pasal 49 ayat 
(2) KUHP; dan 
3) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi 
terdakwa mengira perintah itu sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP. 
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Adapun jenis-jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut: 
a. Kejahatan dan Pelanggaran 
Kejahatan (rechtdelicten) ialah perbuatan yang 
bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu 
diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi 
yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai 
bertentangan dengan keadilan. Misalnya: pembunuhan, 
pencurian. 
Pelanggaran (wetsdelict) ialah perbuatan yang oleh 
umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena 
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undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada 
undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal: 
memparkir mobil dikanan jalan.19 
Pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah 
lebih ringan pelanggaran dibanding kejahatan, hal ini dapat 
diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak diancam 
dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan 
denda, sedangkan kejahatan lebih didominir dengan ancaman 
pidana penjara. 
b. Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus 
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang 
dimuat dalam KUHP sebagi kodifikasi hukum pidana materiil 
(Buku II dan Buku III KUHP). 
Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak 
pidana yang diatur diluar kodifikasi tersebut. Misalnya tindak 
pidana korupsi, tindak pidana psikotropika, tindak pidana 
perbankan, tindak pidana narkotika Walaupun telah ada 
kodifikasi, tetapi adanya tindak pidana diluar KUHP adalah 
suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Karena perbuatan-
perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut 
diancam dengan pidana itu terus berkembang, sesuai dengan 
perkemabangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, 
                                                          
19 Sudarto, Op.Cit., hal. 56. 
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yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkan pada 
kodifikasi (KUHP). Tindak pidana diluar KUHP tersebar dalam 
berbagai Peraturan perundang-undangan yang ada.20 
c. Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil 
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang 
perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. 
Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan 
seperti tercantum dalam rumusan delik.21 Perumusan tindak 
pidana formil tidak memperhatikan dan tidak memerlukan 
timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagi syarat 
penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada 
perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 KUHP, 
untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya 
perbuatan mengambil. 
Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, itu 
adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat 
yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila 
akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi.22 Misalnya pada 
pembunuhan Pasal 338 KUHP inti larangan adalah pada 
menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud 
                                                          
20 Adami Chazawi, Op.Cit,. hal. 126. 
21 Sudarto, Op.Cit., hal. 57. 
22 Sudarto, loc.cit. 
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menembak, membacok, atau memukul. Untuk selesainya tindak 
pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada 
selesainya wujud perbuatan. 
d. Tindak pidana selesai dan tindak pidana berlanjut 
Tindak pidana (oflopende delicten) yaitu suatu tindak 
pidana yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak 
berbuat (een doen of nalaten) dan tindak pidana telah selesai 
ketika dilakukan, seperti misalnya kejahatan tentang 
penghasutan, pembunuhan, pembakaran dan sebagainya, 
ataupun Pasal 330 dan Pasal 529 KUHP. 
Tindak pidana berlanjut (voorurence delicten) yaitu suatu 
tindak pidana yang terdiri atas melangsungkan atau 
membiarkan suatu keadaan yang terlarang, walaupun keadaan 
itu pada mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan. 
Voordurence delicten antara lain terdapat di dalam Pasal 221 
KUHP tentang menyembunyikan orang jahat dan Pasal 250 
KUHP tentang mempunyai persedian bahan untuk memalsukan 
uang.23 
e. Delik aduan (klacht delicten) dan delik biasa (genowe delicten) 
Delik biasa (genowe delicten) adalah tindak pidana yang 
untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya 
tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.sebagian 
                                                          
23 P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan 
Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 217. 
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besar tindak pidana adalah tindak pidana/delik biasa yang 
dimaksudkan ini. 
Delik aduan (klacht delicten) adalah delik atau tindak 
pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana 
disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang 
berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya 
dalam perkara perdata atau keluarga tertentu dalam hal-hal 
tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan 
oleh orang yang berhak. Tindak pidana aduan ada 2 (dua) 
macam yaitu tindak pidana aduan mutlak dimana tindak pidana 
aduan yang setiap kejadian syarat pengaduan itu harus ada, 
misalnya pencemaran Pasal 310 KUHP dan fitnah Pasal 311 
KUHP; dan tindak pidana aduan relatif ialah hanya dalam 
keadaan tertentu atau jika memenuhi syarat/unsur tertentu saja 
tindak pidana itu menjadi aduan, misalnya pencurian dalam 
keluarga (Pasal 367 ayat (2) jo Pasal 362-Pasal 365 KUHP) 
atau penggelapan dalam kalangan keluarga. Bila kedua contoh 
kejahatan itu terjadi bukan dalam kalangan keluarga, maka 
kejahatan itu tidak merupakan tindak pidana aduan, melainkan 
tindak pidana biasa. Keadaan dalam kalangan keluarga itulah 
yang menyebabkan kedua kejahatan itu menjadi tindak pidana 
aduan.24 
                                                          
24 Ibid., hal. 129. 
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B. Korporasi 
1. Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana 
Secara etimologi kata “korporasi” (Belanda : corporatie, 
Inggris : corporation, Jerman : korporation) berasal dari kata 
“corporatio” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata 
lain yang berakhir dengan “tio”, maka corporatio sebagai kata 
benda berasal dari kata kerja corporate. Corporate sendiri berasal 
dari kata corpus yang berarti memberikan badan atau 
membadankan. Dengan demikian, corporatio diartikan sebagai 
hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan 
yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan 
manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi 
menurut alam.25 
Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para 
ahli hukum pidana untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum 
lain khususnya hukum perdata sebagai badan hukum atau dalam 
bahasa Inggris disebut legal entities atau corporation. Namun, 
dalam hukum pidana pengertian korporasi tidak hanya mencakup 
badan hukum, seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau 
perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang 
digolongkan sebagai korporasi, menurut hukum pidana, firma, 
                                                          
25 Muladi dan Dwidja Priyatno, op.cit., hal. 23. 
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perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan atau maatschap 
juga termasuk korporasi.26 
Menurut kamus hukum, korporasi adalah suatu perkumpulan 
atau organisasi, yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang 
manusia (persona), ialah sebagai pengemban hak dan kewajiban; 
memiliki hak menggugat atau digugat dimuka pengadilan.27 
Menurut Subekti dan Tjitrosudiro yang dimaksud dengan 
korporasi (corporatie) adalah suatu perseroan yang merupakan 
badan hukum. Sedangkan, menurut Wirjono Prodjodikoro korporasi 
adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang 
mempunyai kepentingan adalah orang-orang manusia yang 
merupakan anggota dari korporasi itu, anggota-anggota mana juga 
mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat 
anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan 
korporasi.28 
Adapun yang menjadi ciri-ciri sebuah badan 
hukum/korporasi adalah:29 
                                                          
26 Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, 2010, Politik Hukum Pidana 
terhadap Kejahatan Korporasi, PT. Softmedia, Medan,  hal. 11. 
27 N.H.T Siahaan, 2008,  Hukum Lingkungan, Edisi Revisi Cetakan Kedua, 
Pancuran Alam, Jakarta, hal. 377. 
28 Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.Cit., hal. 14-15. 
29 Mochtar Kusumaadmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, Pengantar Ilmu Hukum: 
Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 
hal. 81. 
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a) Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang 
lain-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum 
tersebut; 
b) Memiliki hak-hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan 
kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan 
hukum tersebut;  
c) Memiliki tujuan tertentu; dan 
d) Berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti 
keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena 
hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang yang 
menjalankannya berganti. 
Selama ini, hanya manusia yang dianggap sebagai subjek 
hukum pidana, artinya hanya manusia yang dapat dipersalahkan 
dalam suatu peristiwa tindak pidana. Apabila dalam suatu 
perkumpulan terjadi suatu tindak pidana, maka dicari siapa yang 
bersalah terhadap terjadinya tindak pidana tersebut, atau para 
pengurus/pimpinan perkumpulan itu yang harus 
dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam KUHP hal ini terlihat 
pada Pasal 59 KUHP. 
Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 7 Drt tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan 
Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, korporasi dipandang dapat 
melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan 
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pidana, yang kemudian disusul dengan peraturan hukum pidana 
yang tersebar di luar KUHP. 
Akan tetapi, pengakuan korporasi (rechtspersoon) sebagai 
subjek hukum dalam hukum pidana penuh dengan hambatan-
hambatan teoritis. Terdapat 2 (dua) alasan mengapa kondisi 
tersebut terjadi. Pertama, begitu kuatnya pengaruh teori fiksi (fiction 
theory) oleh Von Savigny, yakni kepribadian hukum sebagai 
kesatuan-kesatuan dari manusia merupakan hasil suatu khayalan. 
Kepribadian sebenarnya hanya ada pada manusia. Negara-negara, 
korporasi-korporasi, ataupun lembaga-lembaga tidak dapat menjadi 
subjek hak dan perseorangan, tetapi diperlakukan seolah-olah 
badan-badan itu manusia.30 Kedua, masih dominannya asas 
universalitas delinguere non potest yang berarti badan-badan 
hukum tidak dapat melakukan tindak pidana dalam sistem hukum 
pidana di banyak negara. Asas ini merupakan hasil pemikiran dari 
abad ke-19, dimana kejahatan menurut hukum pidana selalu 
diisyaratkan dan sesungguhnya hanya kejahatan dari manusia, 
sehingga erat kaitannya dengan individualisasi KUHP. Dalam 
konteks KUHP yang hingga saat ini masih diberlakukan di 
Indonesia, asas tersebut ternyata begitu mempengaruhi 
kemunculan Pasal 59 KUHP yang menyiratkan bahwa subjek 
                                                          
30 Mahrus Ali, 2013, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, Rajawali Pers, Jakarta, 
hal. 64-65. 
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tindak pidana yaitu korporasi belum dikenal dan yang diakui 
sebagai subjek dalam tindak pidana secara umum adalah “orang”.31 
Dalam memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 59 
KUHP itu sendiri mengatakan antara lain bahwa “ een strafbaar feit 
kan alleen worden gepleeg door den natuurlijken persoon. De fictie 
van rechtspersoonlijkheid geldt niet op het van het strafregt.” 
Lamintang menterjemahkannya sebagai “suatu tindak pidana itu 
hanya dapat dilakukan oleh seorang manusia”.32 
Dalam perkembangannya, dua alasan tersebut lama 
kelamaan mulai melemah pengaruhnya. Hal ini dapat dibuktikan 
dengan adanya usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subjek 
hukum dalam lingkungan pidana, yaitu adanya hak dan kewajiban 
yang melekat padanya. Usaha tersebut dilatarbelakangi fakta 
bahwa tidak jarang korporasi mendapat keuntungan yang banyak 
dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya. Begitu juga 
dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan 
oleh tindakan-tindakan pengurus-pengurus korporasi.33 
Adapun tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai 
subjek hukum pidana di Indonesia ternyata mengikuti 
perkembangan yang terjadi di Belanda. Pada tahap pertama dalam 
                                                          
31 Muladi dan Dwidja Priyatno., op.cit., hal.14. 
32 P.A.F. Lamintang, Op.Cit., hal. 600. 
33 Ibid., hal. 65-66.   
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W.v.S. Belanda, Pasal 51 sebelum diadakan perubahan ketentuan 
tersebut rumusannya sama dengan ketentuan Pasal 59 KHUP. Hal 
ini dipengaruhi oleh asas universitas delingquere nonpotest, yaitu 
sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan.34 
Pada tahap kedua baik di Belanda maupun di Indonesia, di dalam 
perumusan undang-undang dikenal bahwa suatu tindak pidana 
dapat dilakukan oleh korporasi, akan tetapi pertanggungjawaban 
pidana secara langsung belum timbul, sehingga yang dapat 
dipertanggungjawabkan adalah pengurus korporasi. Tahap ketiga 
di negeri Belanda maupun di Indonesia, pertanggungjawaban 
pidana korporasi secara langsung sudah dikenal. Di negeri Belanda 
perkembangan pertanggungjawaban langsung pidana korporasi 
pada mulanya terdapat dalam perundang-undangan khusus di luar 
KUHP, seperti Pasal 15 Wet op de Ecconomische Delicten Tahun 
1950, Pasal 74 jo Pasal 2 Rijksbelastingen Wet tahun 1959. 
Perkembangan ini juga terjadi di Indonesia, seperti yang terdapat 
dalam Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Drt 
tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak 
Pidana Ekonomi, Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 11 PNPS tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi. 
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang 
selanjutnya disingkat RKUHP) Indonesia juga berusaha untuk 
                                                          
34 Muladi dan Dwidja Prayitno, op.cit., hlm. 61. 
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memuat ketentuan bahwa korporasi dapat menjadi subjek hukum 
pidana. Dengan (akan) diterimanya korporasi sebagai subyek 
hukum pidana, maka hal ini berarti telah terjadi perluasan dari 
pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (dader). 
Permasalahan yang segera muncul adalah sehubungan dengan 
pertanggungjawaban pidana adalah harus adanya unsur kesalahan 
(schuld) pada pelaku.35 
2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 
Terkait dengan kemampuan bertanggung jawab korporasi 
sebagai pelaku tindak pidana, menurut Rolling bahwa badan 
hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana, bilamana 
perbuatan terlarang yang pertanggungjawabannya dibebankan 
kepada badan hukum (korporasi) dilakukan dalam rangka tugas 
dan pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut. Menurutnya, 
kriteria ini didasarkan pada delik fungsional. Sehubungan dengan 
hal tersebut, yang dimaksud dengan delik fungsional adalah delik-
delik yang berasal dari ruang lingkup atau suasana sosial ekonomi 
dimana dicantumkan syarat-syarat bagaimana aktivitas sosial atau 
ekonomi tertentu harus dilaksanakan dan terarah atau ditujukan 
pada kelompok-kelompok fungsionaris tertentu.36 
                                                          
35 Mardjono Reksodiputro, 1994, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan 
Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 
Jakarta, hal.101. 
36 Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, op.cit, hal. 46. 
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Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa cara berpikir 
dalam hukum perdata dapat diambil alih ke dalam hukum pidana. 
Pada pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pengurus harus 
dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum, karena 
pengurus dalam bertindak tidak melakukannya atas hak atau 
kewenanngannya sendiri, tetapi melainkan atas hak atau 
kewenangan badan hukum yang bersangkutan. Dengan demikian, 
bahwa badan hukum juga tidak dapat melepaskan diri dari 
kejahatan (kesengajaan atau kealpaan) yang dilakukan oleh 
pengurusnya.37 
Ada beberapa alasan diperlukan pembebanan 
pertanggungjawaban pidana kepada korporasi menurut Elliot dan 
Quinn, yaitu:38 
a) Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-
perusahaan bukan mustahil dapat menghindarkan diri dari 
peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dapat dituntut 
karena telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya 
merupakan kejahatan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh 
perusahaan; 
                                                          
37 Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, loc.cit. 
38 Sutan Remy Sjahdeini, op.cit., hal. 55. 
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b) Suatu perusahaan mempunyai kemampuan lebih untuk 
membayar pidana denda daripada yang dijatuhkan oleh 
pegawai tersebut dalam tindak pidana yang serius; 
c) Jika sebuah perusahaan telah mendapatkan keuntungan dari 
kegiatan usaha yang illegal, maka seharusnya perusahaan itu 
juga memikul sanksi atas tindak pidana yang dilakukan. 
Bukannya pegawai perusahaan; 
Sutan Remy Sjahdeini berpendapat, bahwa korporasi dalam 
melaksanakan kegiatannya tidak melakukannya sendiri namun 
melalui atau oleh orang lain atau orang yang merupakan pengurus 
atau pegawainya, namun jika perbuatan itu dilakukan dengan 
maksud memberikan manfaat, terutama berupa memberikan 
keuntungan finasial bagi korporasi yang bersangkutan, maka tidak 
adil bagi masyarakat yang dirugikan baik berupa kerugian nyawa, 
badaniah, maupun materiil. Selain itu, tidak cukup 
pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus, 
terutama karena harta kekayaan yang dimiliki korporasi akan lebih 
besar untuk membayar pidana denda. Terakhir, pembebanan 
pertanggungjawaban korporasi akan mendorong pemegang saham 
untuk melakukan pemantauan ketat atas kegiatan pengurus, 
karena aset peruhaan dalam resiko.39 
                                                          
39 Ibid., hal. 58. 
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Dalam perkembangan hukum pidana, kedudukan korporasi 
sebagai pembuat tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan, 
terdiri dari beberapa bentuk yaitu:  
a) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang 
bertanggung jawab secara pidana;  
b) Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus 
korporasi yang bertanggung jawab secara pidana;  
c) Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan juga sebagai 
yang bertanggung jawab secara pidana;  
d) Pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan 
pengurus dan korporasi lah yang bertanggung jawab secara 
pidana. 
3. Asas Vicarious Liability 
Menurut asas ini, bila seseorang agen atau pekerja 
korporasi bertindak dalam lingkup pekerjaannya dan dengan 
maksud untuk menguntungkan korporasi, melakukan suatu 
kejahatan, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada 
perusahaan. Tidak menjadi masalah apakah perusahaan secara 
nyata memperoleh keuntungan atau tidak atau apakah aktivitas 
tersebut telah dilarang oleh perusahaan atau tidak. Jika teori ini 
diterapkan pada korporasi, berarti korporasi dimungkinkan harus 
bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh 
para pegawainya, kuasanya, atau mandatarinya, atau siapa pun 
33 
yang bertanggung jawab kepada korporasi tersebut. Akan tetapi, 
penerapan doktrin ini hanya dapat dilakukan setelah dapat 
dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan subordinasi antara 
pemberi kerja dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut.40 
Dengan demikian, walaupun seseorang tidak melakukan 
sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam 
arti yang biasa, ia masih tepat dapat dipertanggungjawabkan.41 
4. Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Menurut Peraturan 
Perundang-Undangan di Indonesia 
Dalam KUHP, korporasi tidak dikenal sebagai subjek hukum 
pidana. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang bunyinya: 
“Pidana terdiri atas: 
a) Pidana pokok: 
1) pidana mati, 
2) pidana penjara, 
3) pidana kurungan, dan 
4) pidana denda. 
b) Pidana tambahan: 
1) pencabutan hak-hak tertentu; 
2) perampasan barang-barang tertentu; dan 
3) pengumuman keputusan hakim.” 
Sedangkan tindakan yang diatur dalam Pasal 44 ayat (2) 
KUHP dan Pasal 45 KUHP antara lain berupa: menempatkan di 
rumah sakit jiwa (Pasal 44 ayat (2) KUHP), dikembalikan kepada 
orang tua dan dijadikan anak negara (Pasal 45 KUHP). 
Dalam Pasal 59 KUHP dinyatakan sebagai berikut: 
                                                          
40 Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., hal. 87. 
41 Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.Cit., hal 110.  
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“Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan 
pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan 
pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, 
anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak 
ikut campur melakukan pelanggaran,  tidak dipidana.” 
Pada Pasal 169 KUHP mengatur tentang turut sertanya 
seseorang dalam perkumpulan yang bertujuan untuk melakukan 
kejahatan. Sedangkan, pada Pasal 398 KUHP dan Pasal 399 
KUHP yang mengatur tentang kejahatan yang terkait dengan 
kepailitan dibebankan kepada pengurus atau pengurus korporasi 
atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau 
korporasi Indonesia. 
Dasar pertimbangan pemidanaan korporasi menurut Tim 
Pengkajian Bidang Hukum Pidana Badan Pengkajian Hukum 
Nasional, dalam laporan hasil Pengkajian Bidang Hukum tahun 
1980/1981 adalah jika dipidananya pengurus saja tidak cukup 
untuk mengadakan represif terhadap delik-delik yang dilakukan 
oleh atau dengan suatu korporasi karena delik itu cukup besar atau 
kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau saingan-
saingannya sangat berarti.42 
Dalam perkembangannya, korporasi telah menjadi subyek 
hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di 
antaranya yaitu sebagi berikut:43 
                                                          
42 Dwidja Priyatno, 2004, Kebijakan Legislatif Tentang Sistem 
Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia, CV. Utomo, Bandung, hal. 121. 
43 Mahrus Ali, Op.Cit., hal. 281-282 . 
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a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Dalam undang-undang ini pidana yang dapat dijatuhkan kepada 
korporasi berupa pidana pokok yaitu pidana denda diperberat 
sepertiga dari denda yang diancamkan dan pidana tambahan 
yaitu perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak 
pidana, penutupan seluruh atau sebagian usaha, perbaikan 
akibat tindak pidana, menempatkan perusahaan di bawah 
pemgampuan paling lama tiga tahun (Pasal 119); 
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang 
ini pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi berupa 
pidana pokok yaitu pidan denda dengan kketentuan maksimum 
pidana ditambah 1/3 diatur dalam Pasal 20 ayat 7 dan pidana 
tambahan berupa perampasan barang bergerak tertentu yang 
berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang 
digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, 
penutupan seluruh atau sebagian perusahaan dalam jangka 
waktu tertentu paling lama satu tahun, dan pencabutan seluruh 
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atau sebagian hak-hak tertentu diatur dalam Pasal 18 ayat (1) 
huruf a-d; dan 
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang ini 
pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha/korporasi 
berupa pidana pokok yaitu pidana denda diatur dalam Pasal 62 
ayat (1) dan Pasal 92. Dan pidana tambahan berupa 
perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, 
pembayaran ganti rugi, dan pencabutan izin usaha. 
d. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). 
Dalam RKUHP, korporasi sebagai salah satu subyek tindak 
pidana. Dengan masuknya korporasi sebagai subyek tindak 
pidana, maka terjadi perluasan dan perubahan yang mendasar 
kerena KUHP yang diadopsi dari Kode Penal Belanda tidak 
mengenal korporasi sebagai subyek hukum. Pasal 48 RKUHP 
2012 menyatakan tindak pidana dianggap dilakukan oleh 
korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai 
kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang 
bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan 
korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan 
hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik 
sendiri-sendiri atau bersama. Di dalam penjelasan RKUHP, 
kedudukan fungsional diartikan bahwa orang tersebut 
37 
mempunyai kewenangan mewakili, kewenangan mengambil 
keputusan, dan kewenangan untuk menerapkan pengawasan 
terhadap korporasi tersebut. Termasuk di sini orang-orang 
tersebut berkedudukan sebagai orang yang menyuruh 
melakukan, turut serta melakukan penganjuran, atau 
pembantuan tindak pidana. Dari penjelasan Pasal 48 RKUHP 
dapat disimpulkan bahwa keterlibatan korporasi dalam suatu 
tindak pidana tidak terbatas hanya sebagai pelaku langsung 
yang memenuhi semua unsur, akan tetapi diperluas kepada 
bentuk-bentuk penyertaan seperti medeplichtigheid dan 
uitlokking. 
C. Perbankan 
1. Bank 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bank diartikan 
sebagai usaha di bidang keuangan yang menarik dan 
mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit 
dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. 
Sedangkan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (2) yang 
berbunyi: 
“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-
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bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 
rakyat banyak”. 
Adapun asas perbankan Indonesia dapat dapat diketahui 
dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan: 
“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya 
berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan 
prinsip kehati-hatian”. 
Sedangkan, mengenai fungsi bank diatur dalam Pasal 3 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan yang berbunyi: 
“fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai 
penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. 
Dari ketentuan ini terlihat fungsi bank sebagai perantara pihak-
pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan 
pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (lacks of 
funds). 
2. Kredit 
Pengertian kredit menurut Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah 
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 
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melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 
pemberian bunga. 
Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak 
kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada 
suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra 
prestasi yang didasarkan atas kepercayaan. Berarti bahwa, 
pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan oleh bank 
sebagai pemberi kredit, dimana prestasi yang diberikan benar-
benar sudah diyakini akan dapat dibayar kembali oleh penerima 
kredit sesuai dengan syarat yang telah disetujui bersama.44 
Sedangkan, mengenai pengertian kartu kredit terdapat 
dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 
14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia 
Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat 
Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu: 
“Kartu kredit adalah APMK (Alat Pembayaran Menggunakan 
Kartu) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran 
atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, 
termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan 
penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang 
kartu dipenuhi terlebih dahulu oleg acquirer atau penerbit, 
dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan 
pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan 
pelunasan secara sekaligus (charge card) ataupun dengan 
pembayaran secara angsuran.” 
 
                                                          
44 Thomas Suyatno, et. al., 1999, Dasar-dasar Perkreditan, PT. Gramedia 
Pustaka Utama, Jakarta, hal. 44. 
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3. Debt Collector 
Istilah debt collector berasal dari bahasa Inggris, yang jika 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu debt artinya 
hutang, collector artinya pemungut, pemeriksa, penagih, 
pengumpul. Jadi, debt collector merupakan kumpulan 
orang/sekumpulan orang yang menjual jasa untuk menagih hutang 
seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka. 
Tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara 
khusus mengatur mengenai penagih utang atau debt collector di 
Indonesia. Debt collector pada prinsipnya bekerja berdasarkan 
kuasa yang diberikan oleh kreditur untuk menagih utang kepada 
debiturnya. Perjanjian pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: 
“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana 
seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, 
yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan 
suatu urusan.” 
Dengan adanya pengertian pemberian kuasa tersebut, hal 
ini telah menggariskan dasar hukum sahnya pemberian kuasa 
dimana dalam penagihan hutang kartu kredit, bank memberikan 
kuasa kepada debt collector untuk melakukan penagihan pada 
Pemegang Kartu yang lalai dalam membayar kewajiban hutangnya. 
Bank Indonesia pada dasarnya memperbolehkan adanya 
penggunaan jasa debt collector oleh bank dalam menagih hutang. 
Meskipun diperbolehkan, Bank Indonesia tetap memberikan 
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pengaturan mengenai penggunaan jasa pihak ketiga ini dalam 
penagihan tunggakan hutang kartu kredit. Penggunaan jasa debt 
collector dalam penagihan hutang kartu kredit sebelumnya diatur 
dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang 
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan 
Menggunakan Kartu dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 
11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran 
dengan Menggunakan Kartu terdapat pengaturan mengenai 
penggunaan jasa pihak lain/pihak ketiga (debt collector) dalam 
penagihan hutang kartu kredit, terdapat dalam Pasal 16 ayat (5) 
bahwa: 
“Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin bahwa penagihan 
atas transaksi Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh 
Penerbit Kartu Kredit sendiri atau menggunakan jasa pihak 
lain, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 
dengan Surat Edaran Bank Indonesia.” 
Dan Pasal 21 ayat (1) berbunyi bahwa: 
“Dalam hal penerbit melakukan kerja sama dengan pihak 
pihak di luar pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 13, 
maka Penerbit bertanggung jawab atas kerja sama 
tersebut”. 
Lebih jauh, pengaturan mengenai debt collector terdapat 
dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP. Dimana 
mengatur tata cara, syarat serta segala sesuatu menyangkut 
lembaga penerbit kartu kredit serta hubungannya dengan pihak 
kedua maupun ketiga. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 
11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran 
42 
dengan Menggunakan Kartu, dalam halaman 38-39 disebutkan 
bahwa dalam hal penerbit menggunakan jasa pihak lain dalam 
melakukan penagihan transaksi kartu kredit, maka: 
1) Penagihan oleh pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan jika 
kualitas tagihan kartu kredit dimaksud telah termasuk dalam 
kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kriteria 
kolektibilitas sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang 
mengatur mengenai kolektibilitas; 
2) Penerbit harus menjamin bahwa penagihan oleh pihak lain 
tersebut, selain harus dilakukan dengan memperhatikan 
ketentuan yang ada, juga harus dilakukan dengan cara-cara 
yang tidak melanggar hukum; dan 
3) Dalam perjanjian kerjasama antara penerbit dan pihak lain untuk 
melakukan penagihan transaksi kartu kredit tersebut harus 
memuat klausula tentang tanggung jawab penerbit terhadap 
segala akibat hukum yang timbul akibat dari perjanjian 
kerjasama. 
Pengaturan mengenai debt collector dalam Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 ini dapat kita lihat dalam Pasal 
17B ayat (2) dan ayat (3), berbunyi: 
“(2) Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin bahwa penagihan 
utang Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit Kartu 
Kredit sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan, 
dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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(3) Dalam hal penagihan utang Kartu Kredit menggunakan 
jasa pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Penerbit wajib menjamin bahwa: 
a. kualitas pelaksanaan penagihannya sama dengan jika 
dilakukan sendiri oleh Penerbit; 
b. pelaksanaan penagihan utang Kartu Kredit hanya 
untuk utang Kartu Kredit dengan kualitas tertentu.” 
Ketentuan mengenai penagihan tunggakan hutang oleh debt 
collector juga terdapat dalam Pasal 21 ayat (1): 
“Dalam hal Penerbit melakukan kerja sama dengan pihak 
lain yang menyediakan jasa penunjang dalam 
penyelenggaraan APMK, maka Penerbit wajib: 
a. memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur 
mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank yang 
melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan 
kepada pihak lain; 
b. melaporkan rencana dan realisasi kerjasama dengan 
pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam 
penyelenggaraan APMK kepada Bank Indonesia; dan 
c. mensyaratkan kepada pihak lain yang menyediakan jasa 
penunjang dalam penyelenggaraan APMK untuk 
menjaga kerahasiaan data dan informasi.” 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Tipe Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yang 
bersifat normatif, yaitu penelitian melalui studi bahan hukum yang 
berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dengan menggunakan 
metode penelitian kepustakaan. 
B. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana penelitian 
akan dilaksanakan. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk 
mendapatkan infromasi mengenai masalah yang dibahas adalah wilayah 
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan penulis memilih 
wilayah tersebut dikarenakan merupakan wilayah domisili penulis. Selain 
itu, dengan pertimbangan relevansi penelitian serta pertimbangan lainnya 
yakni waktu dan biaya. Pengumpulan data dan informasi dilakukan di 
berbagai tempat yang penulis anggap dapat memberikan kontribusi dalam 
penelitian. Tempat-tempat yang dimaksud adalah :  
1. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin; dan 
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
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C. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder, antara lain mencakupi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, 
jurnal ilmiah dan sebagainya. Jenis data sekunder adalah:45 
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri 
dari peraturan perundang-undangan, yuridprudensi, dan sebagainya;  
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, 
atau pendapat pakar hukum.; dan 
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber 
data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (literature research), yaitu 
buku-buku, artikel, peraturan perundang-undangan, kaya ilmiah, jurnal 
ilmiah, dan berbagai data yang dikumpulkan melalui media online.  
D. Teknik Pengumpulan data 
Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua 
yait melalui studi pustaka. Penulis melakukan proses pengumpulan data 
untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara 
menganalisis bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan 
                                                          
45 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 
Rajawali Pers: Jakarta, hal. 31-32. 
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yang dikaji, baik bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan 
tersier.  
E. Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
hukum normatif yang bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka). Data yang 
diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian studi kepustakaan dengan 
menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis data adalah 
suatu metode dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian 
dikelompokkan dan dipilih, kemudian dihubungkan dengan masalah yang 
akan diteliti menurut kualitas dan kebenarannya, sehingga akan dapat 
menjawab permasalahan yang ada. Kemudian, hasil analisis dipaparkan 
secara deskriptif, yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan 
menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan 
erat dengan penulisan ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pertanggungjawaban Korporasi Berdasarkan Asas Vicarious 
Liability Dalam Tindak Pidana Umum 
KUHP Indonesia yang masih berlaku hingga sekarang ini, tidak 
mengenal korporasi sebagai salah satu subyek hukum. Sehingga, tidak 
dimungkinkan suatu korporasi dapat diminta pertanggungjawaban 
pidananya. Akan tetapi, seiring dengan berkembangnya kehidupan dalam 
bermasyarakat maka lahirlah beberapa asas mengenai 
pertanggungjawaban korporasi, salah satu diantaranya adalah asas 
vicarious liability. 
Dalam KUHP Indonesia, pengelompokkan dari kejahatan diatur 
dalam Buku Kedua serta dipecah kedalam tiga puluh dua (32) bab. Akan 
tetapi, Wirjono Prodjodikoro membuat penggolongan tindak pidana 
menjadi delapan golongan tanpa membedakan kejahatan dan 
pelanggaran. Kedelapan golongan tersebut adalah kejahatan dan 
pelanggaran mengenai kekayaan orang, kejahatan dan pelanggaran 
mengenai nyawa dan tubuh orang, kejahatan dan pelanggaran mengenai 
kehormatan orang, kejahatan dan pelanggaran mengenai kesopanan, 
kejahatan dan pelanggaran mengenai membahayakan keadaan, 
kejahatan mengenai pemalsuan, kejahatan dan pelanggaran mengenai 
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kedudukan Negara, kejahatan dan pelanggaran mengenai tindakan alat-
alat Negara.46 
Dalam hal ini, penulis membatasi analisa hanya pada buku II 
tentang Kejahatan. Dari penggolongan yang dibuat oleh Wirjono 
Prodjodikoro, maka penulis menggunakan penggolongan tindak pidana 
oleh beliau untuk melihat apakah korporasi dapat bertanggung jawab di 
dalam tindak pidana umum. 
Golongan pertama adalah kejahatan terhadap kekayaan orang 
adalah tindak pidana yang termuat dalam Buku II mengenai Pencurian, 
Pemerasan dan Pengancaman, Penggelapan Barang, Penipuan, 
Merugikan Orang Berpiutang dan Berhak, serta Penghancuran dan 
Pengrusakan Barang, Pemudahan. Persamaan dari tindak pidana ini 
adalah tindakan ini merugikan kekayaan pribadi kodrati maupun badan 
hukum. Oleh karena itu, disamping hukuman pidana selalu ada 
kemungkinan ganti rugi secara perdata yang menjadi pengganti kerugian 
yang diakibatkan oleh pelaku kepada korban. Unsur khas dari tindak 
pidana terhadap kekayaan orang adalah sebagai berikut pencurian, 
mengambil barang orang lain untuk memilikinya, pemerasan yaitu 
memaksa orang lain dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu, 
pengancaman yaitu memaksa orang lain dengan ancaman untuk memberi 
sesuatu, penipuan, membujuk orang lain dengan tipu muslihat untuk 
                                                          
46 Wirdjono Prodjodikoro, 1991, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT. 
Eresco: Bandung, hal. 9. 
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memberi sesuatu, penggelapan barang yaitu memiliki barang yang sudah 
ada di tangannya, merugikan orang berpiutang, dan penadahan.47 
Terhadap ketujuh jenis tindak pidana ini, maka korporasi menjadi 
pelaku tindak pidana baik pencurian hingga penadahan. Korporasi sendiri 
harus dapat memenuhi unsur ”barangsiapa” agar dianggap sebagai 
pelaku. Unsur ”barangsiapa” dapat diterjemahkan melalui asas 
pertanggungjawaban pidana. Tentu saja korporasi sebagai suatu fiksi 
hukum tidak dapat melakukan perbuatan apapun tanpa adanya pribadi 
kodrati yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Apabila suatu 
kejahatan terhadap kekayaan orang lain dilakukan oleh salah satu 
pegawai dari korporasi, maka asas vicarious liability adalah asas yang 
tepat untuk meminta pertanggungjawaban korporasi. Jika seorang 
pegawai korporasi melakukan tindak pidana terhadap kekayaan orang, 
dan perbuatannya tersebut bertujuan demi memberi keuntungan finansial 
atau keuntungan lainnya, maka korporasi dapat dimintakan 
pertanggungjawabannya. 
Tindak pidana dalam golongan ini memberikan kerugian terhadap 
harta kekayaan orang lain. Apabila dilihat dari sudut pandang yang 
berbeda, maka kerugian yang dialami korban menjadi keuntungan bagi 
pelaku. Korporasi bisa memiliki niat dan keinginan untuk mendapatkan 
keuntungan ini. Salah satu tujuan dari korporasi adalah untuk 
mendapatkan keuntungan, dan dengan melakukan kejahatan terhadap 
                                                          
47 Wirdjono Prodjodikoro, Loc.Cit., 
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harta benda, korporasi mencapai tujuannya. Dari tindakan-tindakan yang 
merupakan tindak pidana, korporasi dapat mengurangi pengeluaran yang 
sepatutnya dikeluarkan jika melakukan usahanya secara sah. Jalan pintas 
yang merupakan kejahatan tentu saja memperlihatkan bahwa terdapat 
besarnya kemungkinan korporasi melakukan tindak pidana terhadap harta 
benda sebagai kesengajaan dengan gradasi tujuan. 
Golongan berikutnya adalah tindak pidana yang di kategorikan 
sebagai tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh manusia dalam buku II 
adalah Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong, Kejahatan terhadap 
Kemerdekaan Orang, Kejahatan terhadap Nyawa Orang, Penganiayaan, 
serta Menyebabkan Matinya atau Lukanya Orang karena Kealpaan. 
Menurut Wirdjono Prodjodikoro, kejahatan terhadap kesopanan dibagi 
dua, yaitu tindak pidana yang melanggar kesusilaan dan tindak pidana 
melanggar kesopanan yang bukan kesusilaan.48 
Penulis menganggap bahwa meskipun untuk memperluas 
pertanggungjawaban kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana, 
terhadap tindak pidana yang melanggar kesusilaan korporasi tidak bisa 
melakukannya. Tindakan tersebut antara lain perzinahan (Pasal 284 
KUHP). Perzinahan sendiri adalah persetubuhan yang dilakukan oleh lak-
laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki 
yang bukan istri atau suaminya. Persetubuhan ini harus dilakukan atas 
kemauan bersama, bukan karena ada paksaan salah satu pihak. Oleh 
                                                          
48 Ibid., hal. 109. 
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karena itu, korporasi sebagai fiksi hukum tidak mungkin melakukan 
perzinahan. Jika salah satu pegawai atau direksi nya yang melakukan 
perzinahan, maka tanggung jawab harus dilakukan secara pribadi, yaitu 
mereka yang telah menikah atau berzinah dengan pria atau wanita yang 
telah menikah. 
Selanjutnya, adalah Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, Perang-
tanding, Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum dari Orang 
dan Barang, dan Kejahatan-Kejahatan Pelayaran. Kejahatan yang 
termasuk dalam kategori pemalsuan adalah Sumpah Palsu dan 
Keterangan Palsu, Pemalsuan Uang Logam dan Uang Kertas Negeri serta 
Uang Kertas Bank, Pemalsuan Materai dan Cap, serta Pemalsuan dalam 
Surat.49 Tindak pidana yang termuat dalam kejahatan mengenai 
kedudukan Negara adalah Kejahatan terhadap Keamanan Negara, 
Kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden, Kejahatan 
terhadap Negara-Negara Asing Sahabat dan terhadap Kepala dan Wakil 
Negara tersebut, serta Kejahatan mengenai kewajiban kenegaraan dan 
hak kenegaraan. Dalam golongan ini, kejahatan yang termasuk di 
dalamnya adalah Kejahatan terhadap Kekuasaan Umum dan Kejahatan 
Jabatan. Perbedaan diantara keduanya adalah kejahatan terhadap 
kekuasaan umum menunjukkan bahwa yang jadi sasaran adalah pejabat 
yang memegang kekuasaan, sedangkan pada tindak pidana kejahatan 
                                                          
49 Ibid., hal. 164. 
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jabatan, para pejabat yang memegang kekuasaan lah yang menjadi 
pelaku tindak pidana.50 
Hal yang harus diperhatikan dalam meminta pertanggungjawaban 
korporasi dalam tindak pidana umum adalah kesalahan siapakah di dalam 
korporasi yang diterjemahkan sebagai kesalahan korporasi sehingga 
korporasi harus ikut bertanggung jawab. Masalah ini dapat dijawab 
dengan asas pertanggungjawaban korporasi.  Selain itu, bentuk dari 
korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban akan 
mempengaruhi penggunaan suatu asas pertanggungjawaban korporasi. 
Menurut Sutan Remy Sjahdeini, dilihat dari bentuk hukumnya, 
korporasi dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam arti sempit, 
korporasi adalah badan hukum. Secara luas, korporasi dapat berbentuk 
badan hukum maupun bukan badan hukum.51 Kesulitan yang akan dialami 
dalam membuktikan pertanggungjawaban korporasi akan semakin terasa 
dalam suatu korporasi yang bukan berbadan hukum. Korporasi yang 
bukan badan hukum adalah badan usaha yang menurut hukum perdata 
bukan suatu badan hukum. Sekumpulan orang yang terorganisasi dan 
memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan hukum dan melakukan 
perjanjian dan rangka kegiatan usahanya, termasuk dengan apa yang 
dimaksud sebagai korporasi.52 Bahkan di dalam korporasi yang berbadan 
                                                          
50 Ibid., hal. 205. 
51 Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit, hal. 43-44. 
52 Ibid., hal. 45. 
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hukum adanya hubungan atasan bawahan ataupun jelas memang 
seorang directing mind dari suatu korporasi melakukan tindak pidana 
belum tentu selalu dapat menarik korporasi sebagai pihak yang 
bertanggung jawab. 
Jika korporasi diminta pertanggungjawaban pidananya, dapat 
dilakukan berdasarkan beberapa asas pertanggungjawaban korporasi 
diantaranya adalah asas vicarious liability.  
Vicarious liability menurut Barda Nawawi Arief diartikan sebagai 
pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang 
dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih 
berada dalam ruang lingkup pekerjaannya (the legal responsibility of one 
person for the wrongful acts of another, as for example, when the acts are 
done within scope of employment).53 
Vicarious liability merupakan ajaran yang berasal dari hukum 
perdata dalam Common Law system, yaitu doctrine of respondeat 
superior dimana dalam hubungan pegawai dengan majikan atau antara 
pemberi kuasa dengan penerima kuasa berlaku adagium qui facit per 
alium facit per se yang berarti sesorang yang berbuat melalui orang lain 
dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan oleh ia sendiri. Dalam hal ini 
majikan bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh 
pegawainya sepanjang kejahatan tersebut dilakukan dalam rangka 
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pekerjaannya.54 Majikan (employer) dianggap harus bertanggung jawab 
atas seluruh tindakan yang dilakukan oleh pegawai dalam rangka 
pekerjaannya karena majikan dianggap dapat melakukan tindakan 
pencegahan atau preventif agar pegawai tersebut tidak melakukan 
kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.55 Majikan 
(employer) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan-perbuatan 
para pegawai/pegawai yang melakukan perbuatan itu dengan ruang 
lingkup tugas/pekerjaannya. 
Asas vicarious liability secara umum ditolak dalam hukum pidana. 
Hukum pidana tidak bisa disamakan dengan hukum perdata dalam hal 
perbuatan melawan hukum dimana seorang atasan atau pemberi kuasa 
dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya 
atau penerima kuasa. Dalam konteks hukum pidana, hukuman yang 
dijatuhkan atas seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain 
dianggap tidak adil. Akan tetapi, vicarious liability telah berperan penting 
dalam sejarah pertanggungjawaban pidana korporasi, diantaranya:56 
a) Dalam beberapa pelanggaran hukum baik secara langsung ataupun 
tidak, membebankan pertanggungjawaban secara Vicarious kepada 
semua pemberi kerja atau pemberi kuasa atas perbuatan pegawai dan 
penerima kuasa. Bentuk pertanggungjawaban ini diaplikasikan kepada 
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korporasi dalam kapasitasnya baik sebagai pemberi kerja maupun 
penerima kuasa; 
b) Dalam beberapa peraturan perundang-undangan secara spesifik 
bahwa korporasilah yang bertanggung jawab secara vicarious atas 
perbuatan para pegawai, penerima kuasa, dan petugas; dan 
c) Beberapa negara telah menggunakan vicarious liability dalam sebagai 
prinsip dasar pertanggungjawaban korporasi bahkan dalam kejahatan 
yang membutuhkan mens rea. Sebagai contoh Afrika Selatan 
menggunakan asas vicarious liability dalam peraturan perundang-
undangan, bahkan pengadilan federal Amerika Serikat telah 
mengembangkan vicarious liability sebagai bagian dari common law. 
Dalam Hukum pidana doctrine vicarious liability merupakan 
pengecualian dari asas umum yang berlaku dimana seorang tidak dapat 
dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan salah yang dilakukan oleh 
pegawainya. Menurut Romli Atmasasmita vicarious liability adalah suatu 
pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas 
perbuatan orang lain.57 
Dalam RKUHP, sistem vicarious liability telah dimasukkan sebagai 
suatu kebutuhan yang menyerap kepentingan perlindungan sosial 
terhadap perbuatan-perbuatan korporatif kaum bisnis.58 Asas 
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pertanggungjawaban vicarious liability diatur dalam konsep RKUHP 2013, 
Pasal 38 ayat (2) yang menyatakan: 
“dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh 
setiap orang lain”. 
Adapun penjelasan dalam Pasal 38 ayat (2) dinyatakan, ketentuan ayat ini 
merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kejahatan. 
Lahirnya pengecualian ini merupakan perluasan dan pedalaman asas 
regulatif dari yuridis, moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggung jawab 
seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan 
bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau 
dalam batas-batas perintahnya. 
Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak 
melakukan tindak pidana, namun dalam rangka pertanggungjawaban 
pidana ia dipandang mempunyai kejahatan jika perbuatan orang lain yang 
berada dalam kedudukannya yang sedemikian itu merupakan tindak 
pidana. Sebagai suatu pengecualian maka ketentuan ini penggunaanya 
harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara 
tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-
wenang. 
Akan tetapi, RKUHP tidak seluas itu menanggapi 
pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana umum. Pasal 50 
RKUHP menyebutkan bahwa: 
”Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap 
suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama 
korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup 
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usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau 
ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.” 
Limitasi ini menyebabkan tidak semua tindak pidana dalam RKUHP dapat 
dibebankan kepada korporasi. 
Di Amerika Serikat, cara yang sangat umum dalam meminta 
korporasi bertanggung jawab secara pidana adalah melalui asas 
respondeat superior atau vicarious liability. Menurut asas ini, bila seorang 
agen atau pekerja korporasi, bertindak dalam lingkup pekerjaannya dan 
dengan maksud untuk menguntungkan korporasi, melakukan suatu 
kejahatan, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada 
perusahaan. Asas ini telah berjalan dengan baik di dalam hukum Inggris, 
dalam hubungannya dengan kejahatan strict liability berkaitan dengan 
masalah-masalah seperti pencemaran, makanan dan obat-obatan, 
kesehatan dan keamanan kerja. Ini juga telah diterapkan untuk kejahatan 
campuran (hybrid) yang kejahatan utamanya strict liability tetapi 
mengijinkan pembelaan due dilligence. Namun demikian, jelas bahwa 
vicarious liability tidak harus diterapkan untuk seluruh kejahatan dari strict 
liability. Di Australia tidak ada keraguan, bahwa “the vicar’s criminal act” 
(perbuatan dalam delik vicarious) dan “the vicar’s guilty mind” 
(kejahatan/sikap batin jahat dalam delik vicarious) dapat dihubungkan 
dengan majikan atau pembuat (principal). Berlawanan dengan di Inggris 
“a guilty mind” hanya dapat dihubungkan (dengan majikan) apabila ada 
delegasi kewenangan dan kewajiban yang relevan (a relevan “delegation” 
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of power and duties) menurut undang-undang.59 Apakah akan diterapkan 
atau tidak adalah masalah dalam interpretasi terhadap undang-undang 
berhubungan dengan kebijakan atas keberadaan undang-undang tersebut 
dan apakah penggunaan vicarious liability akan membantu pelaksanaan 
undang-undang. Sangat sulit untuk dipastikan apakah vicarious liability 
dapat diterapkan dalam setiap kasus. Pertanyaannya adalah apakah 
vicarious liability memiliki dasar yang kuat untuk meminta 
pertanggungjawaban korporasi. Alasan-alasan yang mendukung vicarious 
liability sebagian besar bersifat pragmatis. Dengan melintasi semua 
masalah yang ada hubungannya dengan asas lain seperti menemukan 
orang yang cukup penting di dalam korporasi yang telah melakukan 
kejahatan. Dengan asas ini, maka sepanjang seseorang tersebut 
bertindak dalam bidang pekerjaannya dan telah melakukan suatu 
kejahatan maka perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. 
Hal ini akan mencegah perusahaan melindungi dirinya dari tanggung 
jawab kriminal dengan melimpahkan kegiatan illegal tersebut hanya 
kepada pekerjanya saja. 
Menurut Marcus Flatcher dalam perkara pidana ada 2 (dua) syarat 
penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana 
dengan pertanggungjawaban pengganti, syarat tersebut adalah:60 
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a. Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara 
majikan dan pegawai/pekerja (hubungan subordinasi); 
b. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut 
berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. 
Di samping 2 (dua) syarat tersebut di atas, terdapat 2 (dua) prinsip 
yang harus dipenuhi dalam menerapkan vicarious liability, yaitu:61 
a) prinsip pendelegasian (the delegation principle), seseorang dapat 
dipertanggungjawabakan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan 
oleh orang lain, apabila seseorang itu telah mendelegasikan 
kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain. Dalam 
hal ini, diperlukan suatu syarat atau prinsip tanggung jawab yang 
bersifat dilimpahkan (the delegation principle); dan 
b) prinsip perbuatan pegawai merupakan perbuatan majikan (the 
servant’s act is the mater’s act in law), seorang majikan 
dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik atu 
jasmaniah dilakukan oleh buruhnya atau pekerjanya, jikan menurut 
hukum perbuatan buruhnya itu dipandang sebagai perbuatan majikan. 
Scanlan dan Ryan menyatakan bahwa kebijakan hukum telah 
menentukan suatu pendelegasian tidak dapat menjadi alasan pemaaf bagi 
seorang pemberi kerja untuk tidak memikul pertanggungjawaban pidana 
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semata-mata karena tindak pidana tersebut dilakukan oleh bawahannya 
yang telah menrima pelimpahan wewenang darinya.62 
Secara teoritis filosofis, asas vicarious liability diterapkan 
didasarkan pada alasan-alasan di bawah ini, yaitu:63 
a. Korporasi tidak seyogyanya menempatkan kesalahan semata-mata 
kepada individu dengan menghindari pertanggungjawaban; 
b. Pencegahan yang efektif diperlukan melalui penerapan sanksi yang 
ditujukan kepada korporasi secara keseluruhan; 
c. Pertanggungjawaban korporasi terdahulu mungkin berguna dalam 
bentuk-bentuk penghukuman individual yang lebih keras; 
d. Reformasi atau rehabilitasi korporasi secara tepat mensyaratkan 
pertanggungjawaban kolektif; 
e. Korporasi-korporasi asing di suatu negara yang pejabat-pejabat atau 
pegawai-pegawai atau karyawan-karyawannya melakukan tindak 
pidana di luar yuridiksi negara tersebut, seyogyanya tetap dijatuhi 
pidana; 
f. Masyarakat berhak mengetahui aktivitas bisnis pelaku usaha yang 
terkait dengan aktivitas pelanggaran hukum melalui cara terbaik, yaitu 
penuntutan korporasi tersebut; dan 
g. Penggantian keuntungan yang diperoleh korporasi dari suatu tindak 
pidana dipulihkan melalui penerapan pidana denda kepada korporasi 
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sebagai suatu metode yang tegas untuk memenuhi pemulihan 
kerugian yang pantas. 
Suatu korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidananya 
berdasarkan asas vicarious liability dalam tindak pidana umum, setelah 
dapat dibuktikan terlebih dahulu adanya hubungan subordinasi antara 
pemberi kuasa dengan penerima kuasa yang melakukan tindak pidana 
tersebut. Luasnya otonomi dari seorang pegawai professional, perwakilan 
atau kuasa dari suatu korporasi, dapat menimbulkan keragu-raguan 
mengenai hubungan subordinasi tersebut. Selain itu, syarat agar korporasi 
dapat bertanggung jawab menurut asas ini adalah pegawai atau kuasa 
dari korporasi yang bukan merupakan pegawai dalam arti sebenarnya, 
melakukan tindak pidana (tidak dalam hal tindak pidana terhadap 
kesusilaan seperti perzinahan yang telah dikemukan di atas) dalam  ruang 
lingkup pekerjaannya dan tindak pidana itu dilakukan dengan niat (bukan 
satu-satunya niat) untuk memberikan keuntungan bagi korporasi baik 
dalam bentuk berupa keuntungan finansial ataupun bukan misalnya 
pemulihan nama baik korporasi tersebut. 
Perlu ditekankan bahwa pentingnya korporasi untuk dapat diminta 
pertanggungjawabannya adalah tanpa pertanggungjawaban pidana 
korporasi, perusahaan-perusahaan dapat menghindar dari peraturan 
pidana dan hanya pegawainya yang dituntut karena telah melakukan 
tindak pidana yang sebenarnya merupakan kesalahan dari kegiatan usaha 
yang dilakukan oleh perusahaan. 
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B. Pertanggungjawaban Korporasi Terkait Tindak Pidana Perbuatan 
Tidak Menyenangkan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector 
Terhadap Nasabah Dalam Kasus Penagihan Hutang Kredit 
Penagihan hutang kredit yang dilakukan oleh debt collector 
terhadap nasabah berdasarkan wewenang yang diberikan oleh suatu 
bank, bukanlah suatu hal yang illegal. Adalah hak dari kreditur untuk 
meminta kembali hak-haknya, dan debitur sendiri berkewajiban untuk 
mengembalikan hutang tersebut. 
Jika melihat hubungan hukum antara bank dan debt collector, ada 
3 (tiga) pedoman yang disampaikan dalam Surat Edaran BI tersebut. 
Pertama, dalam hal penerbit (bank) menggunakan jasa pihak lain dalam 
melakukan penagihan kredit bermasalah, maka penagihan oleh pihak lain 
tersebut hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan kredit dimaksud telah 
termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan 
kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur 
mengenai kolektibilitas kartu kredit. Kedua, bank penerbit harus menjamin 
bahwa penagihan oleh pihak lain juga harus dilakukan dengan cara-cara 
yang tidak melanggar hukum. Ketiga, dalam perjanjian kerjasama antara 
penerbit dan pihak lain untuk melakukan penagihan kredit bermasalah 
tersebut, harus memuat klausula tentang tanggung jawab penerbit 
terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari kerjasama dengan 
pihak lain tersebut. 
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Dalam hubungan ketenagakerjaan, salah satu perjanjian yang 
mungkin ada adalah perjanjian kerja. Perjanjian kerja tersebut umumnya 
memuat kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan, yang dalam hal 
ini sering diwakili oleh manajemen atau direksi perusahaan. FX Djumialdy, 
menyebutkan bahwa agar dapat disebut perjanjian kerja harus dipenuhi 3 
unsur yaitu: ada orang diperintah orang lain, penunaian kerja, dan adanya 
upah.64 
Perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja dengan perusahaan ini 
kemudian menjadikan adanya hubungan kerja antara keduanya. Di dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan didefiniskan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian 
antara pekerja dengan pengusaha/pemberi kerja yang memuat syarat-
syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. 
Menurut praktisi hukum, Aulia Dasril mengatakan, “hubungan pihak 
perbankan dengan perusahaan outsourching debt collector tidak pernah 
jelas”. Menurutnya hubungan antara bank dengan debt collector bisa 
hubungan pengalihan hutang piutang atau hubungan pemberian kuasa. 
Perjanjian pengalihan hutang piutang (Cessie) diatur dalam pasal 
613-624 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 613 ayat (1) 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan: 
“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak 
bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta 
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otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas 
kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.” 
Dari ketentuan tersebut dapat dimengerti bahwa terjadinya 
pergantian kreditur lama kepada kreditur baru.  
Sedangkan yang dimaksud perjanjian pemberian kuasa diatur 
dalam pasal 1792-1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 
1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi : 
“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang 
memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, 
untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.” 
Dalam Pasal 1807 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
mengatur salah satu kewajiban si pemberi kuasa, bunyi Pasal tersebut 
sebagai berikut: 
“(1) Si pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan 
yang diperbuat oleh si kuasa menurut kekuasaan yang ia telah 
berikan kepadanya. 
(2) Ia tidak terikat pada apa yang telah diperbuat selebihnya 
daripada itu, selain sekedar ia telah menyetujuinya secara tegas 
atau secara diam-diam.” 
Dari ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa, jika memang 
perjanjian yang dilakukan antara bank dengan debt collector berbentuk 
pemberian kuasa. Maka hak dan tanggung jawab kedua pihak terdapat 
dalam isi perjanjiannya, yang di antaranya mengatur sejauh mana 
tanggung jawab bank jika si penerima kuasa melakukan tugas penagihan 
jika terjadi pelanggaran hukum. 
Apabila terjadi kekerasan atau tindak pidana lain saat dilakukan 
penagihan hutang, khususnya kartu kredit, maka telah dilampaui batas-
batas kewajaran dari penagihan hutang. Hal ini dapat dilihat semakin 
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maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh debt collector terhadap 
nasabah dalam penagihan .hutang kredit. 
Secara khusus melalui kasus ini, penulis menyempitkan 
pembahasan tentang keterlibatan korporasi dalam tindak pidana umum 
pada tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang dialami Irzen 
Octa Dalam kasus Irzen Octa vs Citibank Indonesia, penulis 
menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan 
Nomor: 1201/Pid.B/2011/PN.Jkt Sel.  yang mendakwa tiga dari lima orang 
terdakwa kasus kematian Irzen Octa yaitu Henry Waslinton, Donald Harris 
Bakara, dan Arief Lukman, untuk menguraikan secara singkat dan jelas 
posisi kasus tersebut. 
1. Posisi Kasus 
Di dalam kasus meninggalnya Irzen Octa, terdapat lebih dari 
satu pihak yang terlibat, yaitu Citibank Indonesia, PT. Taketama Star 
Mandiri, Henry Waslinton, Arief Lukman, Donald Harris Bakara, Boy 
Yanto Tambunan, dan Humisar Silalahi. Irzen Octa adalah nasabah 
kartu kredit Citibank yang meninggal dunia. PT. Taketama Star Mandiri 
dan PT. Fanimasyara Prima adalah perusahaan yang ditunjuk oleh 
Citibank Indonesia sebagai perusahaan penyedia jasa debt 
collector.Henry Waslinto dan Donald Harris Bakara adalah pegawai 
PT. Taketama Star Mandiri sedangkan Arief Lukman adalah pegawai 
PT. Fanimasyara Prima yang diduga melakukan perbuatan tidak 
menyenangkan terhadap Irzen Octa. 
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Masalah ini dimulai ketika Humisar Silalahi mendatangi Irzen 
Octa ke rumahnya untuk menagih hutang kartu kredit milik Irzen Octa 
sebesar Rp.100.515.663,00. Humisar Silalahi mengatakan bahwa 
apabila 10% dari total hutang dibayarkan, maka seluruh hutang 
dianggap lunas. Oleh karena itu, Irzen Octa mendatangi kantor 
Citibank di Menara Jamsostek pada hari Selasa, 29 Maret 2011. Pada 
tanggal 29 Maret, Irzen Octa datang dengan maksud bertemu dengan 
Boy Yanto Tambunan, dan ia dihadapkan dengan Arief Lukman karena 
baik Boy Yanto Tambunan maupun Humisar Silalahi tidak bisa 
bertemu karena ada pekerjaan lain. Arief Lukman akhirnya menemui 
Irzen Octa di ruang Cleo. Tidak lama kemudian Henry Waslinton dan 
Donald Harris Bakara masuk ke dalam ruangan. Di dalam ruangan 
Irzen Octa bersikeras dan memaksa agar permintaan pelunasan 
tagihan kartu kredit dengan pembayaran 10% dianggap lunas dan Izen 
Octa menjadi emosi dan mengata-ngatai Donald Harris Bakara saat ia 
mengatakan pada Irzen Octa,”bayar saja pak, masa bapak tidak 
kasihan kepada kami collector.” Irzen Octa menjadi tambah emosi dan 
berkata,”Siapa lu, saya tidak punya urusan sama lu, pakai otak, dasar 
collector tidak punya otak, otaknya didengkul.” Saat ditenangkan oleh 
Arief Lukman dan diajak makan oleh Donald Harris Bakara, Irzen Octa 
menjawab kasar dan tidak berapa lama kemudian ia mengatakan 
bahwa ia kelelahan dan mengeluh kepalanya pusing serta terduduk 
lemas. Irzen Octa kemudia pingsan, dan Arief Lukman melaporkan 
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kepada Boy Yanto Tambunan mengenai kondisi Irzen Octa, lalu Arief 
Lukman memberikan balsem atau minyak kayu putih untuk membantu 
Irzen Octa. Tidak lama kemudian Irzen Octa dibawa keluar ruangan 
dengan kursi roda dan teman Irzen Octa bernama Tubagus dan 
Rosyid datang. Dalam keadaan tidak sadar Irzen Octa dibawa ke 
RSAL Mintoharjo. Ditengah perjalanan, Irzen Octa meninggal dunia. 
Menurut Visum et Repertum yang dibuat oleh dr. Ade Firmansyah 
Sugiarto, Irzen Octa meninggal akibat pecahnya pembuluh darah di 
bagian bawah otak yang menimbulkan perdarahan di dalam bilik otak 
hingga menyumbat saluran cairan otak dan menekan batang otak 
hingga terjadi mati lemas. 
Majelis Hakim menyatakan bahwa ketiganya terbukti secara sah 
dan meyakinkan melakukan ”perbuatan secara melawan hukum 
memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau 
membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan 
lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan 
memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun 
perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri 
maupun orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1)  
KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
2. Analisis Penulis 
Dengan melihat ketiga terpidana memiliki hubungan kerja 
dengan Citibank Indonesia, maka penulis berusaha melihat apakah 
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pertanggungjawabannya bisa diperluas kepada korporasi. Berikut 
ditampilkan skema hubungan kerja antara para pihak dalam penagihan 
hutang kartu kredit milik Irzen Octa. 
 
Skema 2.1 Hubungan Kerja antara Lembaga Perbankan, Perusahaan 
Penyedian Jasa Debt Collector,dan Debt collector terkait 
dalam tindak pidana yang dialami Irzen Octa. 
Dari skema diatas, dapat dilihat bahwa ada hubungan kerja 
diantara para pihak. Penulis membuat beberapa penomoran di dalam 
skema untuk menunjukkan hal-hal yang mengaitkan para pihak: 
a) Nomor 1 adalah hubungan antara Citibank Indonesia dengan PT. 
Fanimasyara Prima. Hubungan antara keduanya dibuktikan dengan 
Memorandum of Understanding (MoU) antara PT. Fanimasyara 
Prima dengan Citibank Indonesia; 
b) Nomor 2 adalah hubungan antara PT. Fanimasyara Prima dengan 
Arief Lukman. Hubungan antara keduanya tergambar dari adanya 
CITIBANK 
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PT. 
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Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.0365/PPKT/FMP/V/2006 milik 
Arief Lukman dengan PT. Fanimasyara Prima. 
c) Nomor 3 adalah hubungan antara Citibank Indonesia dengan PT. 
Taketama Star Mandiri. Hubungan keduanya terlihat dari MoU 
antara PT. Taketama Star Mandiri dengan Citibank Indonesia, serta 
Surat Kuasa dari Citibank Indonesia kepada PT. Taketama Star 
Mandiri. 
d) Nomor 4 adalah hubungan antara PT. Taketama Star Mandiri 
dengan Henry Waslinton yang terlihat dari Surat Tugas dari PT. 
Taketama Star Mandiri yang diwakilkan oleh Parlin Sitorus kepada 
HenryWaslinton tertanggal 26 Januari 2011. 
e) Nomor 5 adalah hubungan antara PT. Taketama Star Mandiri 
dengan Donald Harris Bakara. Hubungan keduanya terlihat dari 
Surat Tugas dari PT. Taketama Star Mandiri yang diwakilkan oleh 
Parlin Sitorus kepada Donald Harris Bakara tertanggal 15 Maret 
2011. 
Begitu kompleksnya hubungan diantara para pihak yang terlibat 
dengan perkara ini. Adanya suruhan maupun tugas yang diberikan 
oleh seorang kepada yang lain memperkeruh fakta untuk mencari 
kebenaran dan meminta pertanggungjawaban. Akan tetapi, hubungan 
ini dapat diungkapkan dengan melihat bahwa di puncak piramida 
ketiga debt collector dan kedua korporasi sendiri berada di bawah 
Citibank Indonesia. Melihat adanya hubungan pekerjaan diantara para 
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terdakwa dengan Citibank Indonesia, maka penulis akan menganalisa 
apakah baik Citibank maupun PT. Taketama Star Mandiri serta PT. 
Fanimasyara Prima dapat bertanggungjawab. 
Dalam melihat perbuatan ketiga terdakwa jika dihubungkan 
denganasas vicarious liabilty ini, maka delegasi yang diberikan adalah 
hubungan kerja untuk melakukan penagihan hutang. Tidak secara 
spesifik Citibank Indonesia meminta ketiganya untuk mengurus hutang 
milik Irzen Octa. Akan tetapi asas ini tidak mensyaratkan adanya 
delegasi yang diberikan kepada pegawainya adalah perintah khusus 
melakukan tindak pidana. Korporasi dapat dibebani 
pertanggungjawaban pidana secara vikarius apabila perbuatan yang 
dilakukan oleh pegawainya adalah dalam rangka tugas pegawainya.65 
Selama para pelaku melakukan tugasnya sesuai dengan delegasi 
yang diberikan, yaitu penagihan hutang, dan adanya tindak pidana 
yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh ketiganya 
maka Citibank Indonesia dapat diminta pertanggungjawabannya atas 
perbuatan ketiga terdakwa. 
Selain itu sebagai sebuah korporasi, penting bagi Citibank 
Indonesia untuk membuktikan apakah dilakukannya due dilligence 
defense.66 Due diliegence defense terdiri dari tiga faktor penting, yaitu 
                                                          
65 Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., hal. 89. 
66 Due diligence defense adalah bentuk pembelaan dari korporasi dan para 
personelnya yang digunakan untuk mengindikasi bahwa korporasi telah melakukan 
usaha-usaha tertentu untuk mencegah terjadinya kejadian yang menimbulkan tuntutan. 
Due diligence defense memiliki dua bentuk utama, yaitu (1) pelaku menunjukkan bahwa 
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foreseeability67, preventability68, dan control.69 Citibank Indonesia 
harus mampu membuktikan apakah sebagai suatu korporasi telah 
melakukan tindakan tertentu untuk mencegah terjadinya kejadian yang 
menimbulkan tuntutan. 
Dalam faktor foreseeability Citibank Indonesia harus dapat 
membuktikan bahwa adanya prediksi mungkin saja para debt collector 
melakukan tindakan yang diluar batas kewajaran dalam kasus ini 
adanya perlakuan tidak menyenangkan kepada korban. 
Pada faktor preventable, Citibank Indonesia harus memastikan 
bahwa sebenarnya kejadian ini dapat dicegah dengan membuktikan 
adanya usaha yang bersifat preventif. Menurut keterangan saksi 
Selamet Susanto selaku Direktur PT. Fanimasyara Prima, seluruh 
                                                                                                                                                               
perbuatan tersebut terjadi karena adanya runtutan kesalahan yang menciptakan suatu 
perbuatan yang dilarang (defendant demonstrate that it reasonably believed in a 
mistaken set of facts which, if proved, would render the prohibited act or omission 
innocent), dan (2) korporasi wajib membutkikan bahwa ia telah melakukan tahaptahap 
yang dapat mencegah terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan. Bentuk ini sering 
digunakan dan diterjemahkan melalui adanya prosedur tertulis, pengawasan yang cukup, 
adanya pelatihan, dan sebagainya.Due diligence defense ini dikenal dalam Health and 
Safety Program yang digunakan oleh pemerintah Kanada dalam menjaga kesehatan dan 
keselamatan dari para pekerja. Thompson Rivers University, Due Diligence, 
http://www.tru.ca/hsafety/responsibilities/diligence.html , diakses pada tanggal 22 
Desember 2015, pkl 16.13 WITA. 
67 Foreseeable adalah faktor yang melihat apakah sebuah kejadian buruk dapat 
diprediksi terlebih dahulu. Government of Alberta, Workplace Health and Safety Bulletin, 
http://employment.alberta.ca/documents/WHS/WHS-PUB_li015.pdf, diakses pada 
tanggal 22 Desember 2015, pkl 19. 24 WITA. 
68 Preventable merupakan faktor yang memastikan apakah kejadian tersebut 
dapat dicegah terlebih dahulu. Pencegahan ini termasuk identifikasi bahaya, menyiapkan 
dan melaksanakan prosedur keselamatan kerja, pelatihan pekerja, dan pengawasan 
pekerja setelah mendapat pelatihan, serta memiliki peraturan internal yang menjamin 
bahwa pekerja bekerja sesuai prosedur. Government of Alberta, Loc.Cit., 
69 Control adalah faktor yang menyatakan bahwa korporasi dapat dianggap tidak 
memiliki kontrol terhadap kejadian yang timbul, sehingga pihak lain yang seharusnya 
memiliki kontrol atas kejadian tersebut. Government of Alberta, Loc.Cit., 
72 
pegawai PT. Fanimasyara dan seluruh pegawai outsource Citibank 
Indonesia termasuk Donald Harris Bakara dan Henry Waslinton wajib 
tunduk kepada kode etik yang dikeluarkan oleh Citibank Indonesia. 
Salah satu hal yang diatur dalam kode etik ini adalah tidak 
diperbolehkan melakukan kekerasan dan tidak diperbolehkannya 
seorang debt collector menjanjikan lunas kepada seorang card holder 
atau nasabah. 
Sedangkan dalam faktor control, Citibank Indonesia harus 
memastikan bahwa perbuatan tidak menyenangkan ini bukan menjadi 
tanggung jawab dari korporasi dan adanya pihak lain yang sepatutnya 
menanggung beban dari kejadian ini. 
Adanya kode etik yang dikeluarkan oleh Citibank 
memperlihatkan bahwa dapat diprediksi kemungkinan para debt 
collector melakukan perbuatan yang diluar batas kewajaran dan pada 
saat yang bersamaan tidak bisa menghindarkan bahwa faktor kontrol 
ada di tangan Citibank. Tidak diketahui apakah kode etik ini 
mengijinkan dilakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada 
nasabahnya atau tidak, namun apabila Citibank Indonesia dapat 
membuktikan bahwa telah melakukan due diligence defense dalam 
mempekerjakan debt collector maka tindak pidana yang dilakukan oleh 
para debt collector bukan lagi menjadi tanggung jawab Citibank 
Indonesia. 
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Jadi, untuk menentukan apakah Citibank Indonesia dapat 
bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh ketiga debt 
collectornya maka asas vicarious liability dapat meminta 
pertanggungjawabannya selama Citibank Indonesia tidak dapat 
membuktikan bahwa ia telah melakukan serangkaian due diligence 
defense. 
PT. Taketama Star Mandiri dan PT. Fanimasyara merupakan 
korporasi yang ditunjuk oleh Citibank Indonesia untuk membantu 
Citibank Indonesia untuk menagih hutang nasabahnya. Dari pemberian 
tugas ini, korporasi menunjuk para pegawainya, untuk melakukan 
penagihan. Para pegawai diberikan data nasabah agar mempermudah 
para debt collector untuk menghubungi dan mengetahui kondisi 
keuangan nasabah. 
PT. Taketama Star Mandiri adalah pemberi kerja bagi Donald 
Harris Bakara dan Henry Waslinton. Dalam kasus ini, Henry Waslinton 
tidak memiliki kaitan dan tidak dalam kapasitas untuk ikut bernegosiasi 
bersama-sama dengan Arief Lukman dan Irzen Octa untuk membahas 
tentang pelunasan hutang Irzen Octa. Dengan putusan Majelis Hakim 
menyatakan keduanya ikut bersalah melakukan perbuatan tidak 
menyenangkan kepada Irzen Octa, apakah kesalahan keduanya dapat 
dianggap sebagai kesalahan dari PT. Taketama Star Mandiri.  
Jika ditinjau dari asas vicarious liability perbuatan para pegawai 
yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi dan dalam lingkup 
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kerjanya masing-masing dapat dianggap sebagai perbuatan korporasi. 
Dikarenakan terdapat perbedaan kapasitas diantara keduanya (Donald 
Harris Bakara dan Henry Waslinton) dalam kehadirannya di ruang 
Cleo, namun asas vicarious liability tidak mensyaratkan adanya 
delegasi pekerjaan secara rinci. Asas ini mementingkan bahwa kedua 
pegawai ini mempunyai hubungan kerja dengan PT. Taketama Star 
Mandiri. Hubungan kerja ini dibuktikan dari Surat Tugas PT. Taketama 
Star Mandiri dari Parlin Sitorus kepada Henry Waslinton, serta Surat 
Tugas PT. Taketama Star Mandiri dari Parlin Sitorus kepada Donald 
Harris Bakara. 
Meskipun keduanya bekerja untuk kepentingan Citibank 
Indonesia, namun dikarenakan keduanya pegawai PT. Taketama Star 
Mandiri maka korporasi masih memiliki kaitan yang kuat. Selain itu, 
penyerahan tugas di antara Citibank Indonesia, PT. Taketama Star 
Mandiri dan secara khusus Donald Harris Bakara dilakukan melalui 
mekanisme kerja yang dilakukan oleh PT. Taketama Star Mandiri yaitu 
mendapatkan data dari Citibank dan menyerahkannya kepada 
koordinator (koordinator PT. Taketama Star Mandiri) dan koordinator 
menunjuk collector untuk melaksanakan penagihan. Hal ini diutarakan 
oleh Parlin Sitorus, selaku Direktur PT. Taketama Star Mandiri dalam 
persidangan. 
Keduanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada Irzen Octa dalam 
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melakukan tugas penagihan hutang untuk kepentingan Citibank 
Indonesia. 
PT. Taketama Star Mandiri juga dapat ikut bertanggung jawab 
melalui asas vicarious liability dengan dasar adanya hubungan kerja 
diantara para pihak. Dalam meminta pertanggungjawaban pada 
korporasi harus juga dibuktikan adanya keuntungan yang diterima oleh 
korporasi. Dalam asas vicarious liability, kejahatan dilakukan dengan 
niat (bukan satu-satunya) untuk memberikan keuntungan bagi 
korporasi. 
Menurut saksi Parlin Sitorus, apabila penagihan berhasil 
dilakukan dengan nominal diatas Rp 20.000.000, maka debt collector 
akan mendapat bonus sebesar 1%. Apabila adanya bonus 1% yang 
dikejar oleh Donald Harris Bakara sehingga melakukan perbuatan 
tidak menyenangkan kepada Irzen Octa, maka sebagai niat untung 
memberi untung kepada diri sendiri, PT. Taketama Star Mandiri 
bertanggung jawab. 
PT. Fanimasyara Prima adalah salah satu perusahaan penyedia 
jasa debt collector yang bekerja sama dengan Citibank Indonesia 
untuk memberikan jasa debt collector. Pegawai dari PT. Fanimasyara 
Prima yang ikut terlibat adalah Arief Lukman dan Boy Yanto 
Tambunan. Boy Yanto Tambunan sendiri didakwa dalam berkas yang 
terpisah dan saat ini telah diputus bebas oleh Majelis Hakim. 
Hubungan kerja antara PT. Fanimasyara Prima dengan Arief Lukman 
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yaitu adanya Perjanjian Kerja waktu tertentu antara Arief Lukman 
dengan PT. Fanimasyara Prima (Perjanjian Kerja No 
01.1678/PKWT/1-24/V/2009). 
Arief Lukman terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis 
Hakim melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada Irzen Octa 
saat menagih hutangnya di ruang Cleo, Menara Jamsostek. Menurut 
Majelis Hakim, Arief Lukman secara melawan hukum berada di ruang 
Cleo dan bernegosiasi dengan Irzen Octa meskipun Irzen Octa bukan 
klien yang ia tangani. Namun, dikarenakan Boy Yanto Tambunan 
memang meminta Arief Lukman untuk bertemu Irzen Octa karena ia 
sedang ada urusan lain, memperlihatkan adanya pendelegasian tugas. 
Boy Yanto Tambunan sendiri memiliki kapasitas yang tepat 
untuk mendelegasikan tugas, karena berdasarkan keterangan saksi 
Seno Prabowo, Boy Yanto Tambunan adalah team leader dari para 
desk collector dan ialah yang berwenang untuk bernegosiasi untuk 
meminta keringanan. Arief Lukman sendiri berdasarkan keterangannya 
mengatakan jika ingin meminta keringanan harus melewati Boy Yanto 
Tambunan, sehingga sebenarnya Arief Lukman memiliki kewenangan 
untuk ada di ruang Cleo sebagai perwakilan Boy Yanto Tambunan 
untuk sementara waktu. 
Jika pelaku fisik, yaitu Arief Lukman, tidak terbukti melakukan 
kesalahan, maka tidak adanya unsur kesalahan ini menjadikan 
korporasi tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Akan tetapi, 
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dengan Majelis Hakim menyatakan Arief Lukman bersalah, maka 
kesalahan PT. Fanimasyara Prima diterjemahkan sebagai kesalahan 
Arief Lukman. 
Jika PT. Fanimasyara Prima tidak mampu membuktikan bahwa 
kesalahan Arief Lukman tidak dapat dibebankan kepada PT. 
Fanimasyara Prima, maka dengan asas vicarious liability PT. 
Fanimasyara Prima bertanggung jawab. Untuk membuktikan bahwa 
kesalahan dari Arief Lukman bukan menjadi kesalahan PT. 
Fanimasyara Prima, korporasi harus membuktikan telah melakukan 
due diligence defense, serangkaian pembuktian bahwa korporasi telah 
melakukan cara-cara tertentu untuk menghindari atau memitigasi 
kesalahan pegawainya dalam melakukan pekerjaan sehingga PT. 
Fanimasyara Prima tidak lagi bisa diminta pertanggungjawabannya. 
Berdasarkan keterangan Selamet Susanto selaku Direktur PT. 
Fanimasyara Prima, setiap pegawai harus tunduk pada kode etik untuk 
tidak melakukan kekerasan dan tidak boleh menjanjikan lunas kepada 
card holder. Meskipun tidak diketahui apakah perlakuan tidak 
menyenangkan diperbolehkan dilakukan oleh para debt collector, kode 
etik menunjukkan bahwa korporasi telah memprediksi bahwa tidak 
dapat dipungkiri kemungkinan adanya tindakan yang tidak sesuai 
dengan hukum yang dilakukan saat penagihan. Kode etik ini juga 
menunjukkan bahwa ada tindakan pencegahan yang dirancangkan 
78 
oleh korporasi untuk memitigasi segala bentuk kesalahan dalam 
penagihan. 
Akan tetapi, kode etik saja tidak cukup untuk membuktikan 
bahwa korporasi telah mencegah terjadinya kesalahan dalam 
melakukan pekerjaan, karena korporasi juga harus melakukan 
serangkaian tindakan nyata diluar penerbitan kode etik saja untuk 
menunjukkan adanya tindakan pencegahan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah diuraikan pada 
pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan: 
1. Korporasi dapat diminta pertanggunggjawaban pidananya berdasarkan 
asas vicarious liability dalam tindak pidana umum, apabila terlebih 
dahulu dapat dibuktikan adanya hubungan subordinasi antara pemberi 
kerja atau pemberi kuasa dengan individu yang melakukan tindak 
pidana. Tindak pidana yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak 
termasuk tindak pidana terhadap kesusilaan seperti perzinahan, dan 
tindak pidana tersebut dilakukan dalam ruang lingkup perkerjaannya. 
Selain itu, tindak pidana tersebut dilakukan dengan niat (bukan satu-
satunya niat) untuk memberikan keuntungan bagi korporasi baik dalam 
bentuk berupa keuntungan finansial ataupun bukan misalnya 
pemulihan nama baik korporasi. 
2. Korporasi dalam hal ini adalah Citibank Indonesia, PT. Taketama Star 
Mandiri, dan PT. Fanimasyara Prima, dapat dimintakan 
pertanggungjawabannya terkait tindak pidana perbuatan tidak 
menyenangkan yang dilakukan oleh debt collectornya terhadap Irzen 
Octa selaku nasabah bank dalam kasus penagihan hutang kredit. Hal 
ini dapat dilakukan berdasarkan asas vicarious liability, dengan 
membuktikan adanya hubungan subordinasi antara Citibank Indonesia, 
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PT. Taketama Star Mandiri, dan PT. Fanimasyara Prima dengan Henry 
Waslinton, Arief Lukman, Donald Harris Bakara. Dan tindak pidana 
tersebut dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya.  Selain itu, 
apabila Citibank Indonesia, PT. Taketama Star Mandiri, dan PT. 
Fanimasyara Prima tidak dapat membuktikan bahwa mereka telah 
melakukan due diliegence defense terdiri dari tiga faktor penting, yaitu 
foreseeability, preventability, dan control, maka korporasi dapat diminta 
pertanggungjawabannya. 
B. Saran 
Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan 
beberapa saran sebagai berikut: 
1. Diperlukan adanya pengetahuan lebih mengenai asas 
pertanggungjawaban korporasi. Hal ini dapat dilihat oleh penulis 
dengan minimnya literatur dan karya ilmiah yang membahas secara 
lebih rinci mengenai asas pertanggungjawaban korporasi. 
2. Dibutuhkan terobosan hukum yang dilakukan oleh para penegak 
hukum, khususnya Jaksa dan Hakim agar menembus batas dan 
menciptakan suatu yurisprudensi bahwa korporasi dapat 
bertanggungjawab dalam tindak pidana umum. Hal ini perlu dilakukan 
mengingat praktek penagihan hutang yang tidak sesuai dengan batas 
kewajaran semakin marak dan hingga saat ini RKUHP belum 
disahkan. 
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3. RKUHP sepatutnya tidak membatasi bahwa suatu tindak pidana dapat 
dilakukan oleh korporasi sepanjang dalam lingkup tugasnya yang 
diatur dalam Anggaran Dasar atau peraturan yang berlaku menjadi 
Anggaran Dasar bagi korporasi tersebut. Pembatasan ini hanya 
kembali menjadi rintangan untuk meminta pertanggungjawaban 
korporasi. Jauh lebih tepat jika pembatasan atas tindak pidana yang 
dapat dilakukan oleh korporasi, yaitu sepanjang dapat dibuktikan 
kesalahan dari pelaku fisik dalam hubungannya dengan korporasi, 
tindak pidana tersebut bukan terhadap kesusilaan, dan dapat 
dibuktikannya tanggung jawab korporasi atas tindak pidana umum. 
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